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Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan permasalahan 
utama yang sering terjadi pada saat proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. 
Meskipun ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang 
diukur menggunakan Indeks Williamson menunjukan tingkat ketimpangan yang 
tergolong rendah selama masa penelitian mulai tahun 2013-2017. Namun, kondisi 
PDRB per kapita dan investasi yang meningkat setiap tahunnyabelum bisa 
menjamin kesejahteraan masyarakat, dan terjadinya aglomerasi yang cukup tinggi 
di wilayah tertentu menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi semakin 
tinggi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PDRB per kapita, 
investasi dan aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2013-
2017 secara parsial maupun simultan?, serta bagaimana ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam perspektif 
Ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam perspektif 
Ekonomi Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam 
periode pengamatan 2013-2017. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode dokumentasi untuk data PDRB per kapita, investasi, dan 
aglomerasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan 
Penanaman Modal daerah (BPMD) Provinsi Lampung. Data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan program 
Eviews 9. 
Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis 
disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan PDRB per kapita, 
investasi, dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan wilayah. Dan berdasarkan nilai R-squared sebesar 
84,41% mampu dijelaskan ketiga variabel independen dalam penelitian ini 
terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial PDRB per kapita 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. 
Kemudian investasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Dan aglomerasi secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. 
Dalam Ekonomi Islam buruknya pendistribusian kekayaan atau harta di 
tengahmasyarakat menyebabkan adanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 
masyarakat. Maka dari itu Ekonomi Islam melarang adanya ketimpangan 
pembangunan wilayah. Pendistribusian Ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan 
keadilan distributifserta mekanisme distribusi yang baik dalam Islam sebagai 
solusi menuju keadilan dankesejahteraan masyarakat. 
 
Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan Wilayah, PDRB per kapita, Investasi, 
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 
untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
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A. Penegasan Judul 
Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis 
akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi 
“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR 
WILAYAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)”. Dengan adanya 
penjelasan yang terkandung dalam istilah judul skripsi tersebut maka diharapkan 
dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian 
selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai 
berikut: 
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) 
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
 
2. Ketimpangan adalah tidak seimbang, berat sebelah, atau kesenjangan.3 
3. Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 
perubahan berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi.
4
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Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: 
Fajar Mulya, 1996), h. 21. 
3
Syafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo 





4. Antarwilayah adalah adanya kaitan wilayah yang satu dan wilayah yang 
lain.
5 
5. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai 
dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada 
akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut 
pandang dalam memilih suatu opini.
6
 
6. Ekonomi Islam adalah suatu aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang 
mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber 
potensial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan 
kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.
7
 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diperjelaskembali bahwa yang 
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiahtentang 
kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkaitdengan 
ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu 
ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/Kota dalam kurun waktu 
2013-2017 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhiketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif EkonomiIslam. 
 
                                                                                                                                                                      
4Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, 
Edisi 2,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 10. 
 
5
Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), cet.8, h. 79. 
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat, 
(Jakarta:Gramedia, 2011), h. 1062. 
7








B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung membawa implikasi terhadap tingkat 
kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. 
b. PDRB perkapita akan menggambarkan tentang baik tidaknya 
perkembangan struktur perekonomian antarwilayah dari waktu kewaktu 
di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
c. Alokasi Investasi antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkankelangkaan modal 
dan kemajuan di wilayah tertentu saja. 
d. Aglomerasi yang diterapkan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. 
2. Alasan Subyektif 
a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 
bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah itu bisa 
terjadi, Faktor-faktor apa dan pandangan Islam dalam mengatasi 






b. Judul yang peneliti ajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 
penulis pelajari saat ini yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
c. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal 
ini didukung oleh ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai 
dalam data-data yang dibutuhkan untuk penelitian sebagai referensi. 
C. Latar Belakang Masalah 
Pada setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah di suatu 
wilayah, yaitu bertujuan untuk membawa pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah 
menjadi lebih maju dan pertumbuhan ekonominya berkembang dengan baik. 
MenurutSadono sukirno pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian 
usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya 
sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan 
semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin 
meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja 
akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat 
menjadi semakin tinggi.
8
Istilah-istilah dalam pembangunan ekonomi bisa 
diartikan secara berbeda-beda oleh para ahli-ahli ekonomi, namun pada dasarnya 
setiap tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Didaerah atau wilayah yang dikatakan perekonomiannya berhasil, apabila 
masyarakatnya sudah dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Dimana 
kesejahteraan tersebut sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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secara lahir dan batin maupun secara adil dan merata. Maka dari itu pembangunan 
ekonomi agar bisa menghasilkan dampak yang positif perlu adanya pengawasan 
baik itu dalam proses pelaksanan maupun berlangsungnya pembangunan 
ekonomi, sehingga terjadinyaperkembangan kemajuan dan tujuan pembangunan 
bisa tercapai. Keberhasilanya pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari 
seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut. 
Pertumbuhan ekonomi berkaitandengan peningkatan produksi barang dan jasa, 
yang antara lain diukur dengan besaranyang disebut Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan lajupertumbuhannya atas dasar harga konstan. Faktor utama 
yangmenentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang 
dan jasadari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan 
kekayaandaerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.
9
Pembangunan 
ekonomi di suatu daerah itu juga berkaitan erat dengan perkembangan 
perekonomian secara keseluruhan pada negara tersebut. 
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara Sedang Berkembang (NSB). 
Permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang 
(NSB) adalah peningkatan GrossDomestic Product (GDP) atau Produk Domestik 
Bruto (PDB) dalam pengurangan kesenjangan pendapatan dan 
penghapusankemiskinan.
10
Tetapi kadang menjadi sebuah dilema antara 
mementingkanpertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan 
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Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi, 
(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta :1990), h. 40. 
10
Mulyadi Sudarmono, Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan 
Ketimpangan Antardaerah di Wilayah Pembangunan 1 Jateng, Tesis, Program Studi Megister 





dimanapertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa 
kesenjanganpendapatan akan rendah.Perkembangan pertumbuhan PDB di 
Indonesia bisa dilihat dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 
berikut: 
Tabel 1.1 
Produk Domestik Bruto (PDB)di Indonesia 
Atas Dasar Harga Konstan 2010 






(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018) 
 Perkembangan PDB di Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 
tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka tersebut, menurut berita yang diterbitkan 
oleh koran kompas.com merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 
tahun 2014 silam. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pemerintah pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 5,2%.
11
Adanya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari besarnya kontribusi PDRB 
perkapita dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan laju pertumbuhan 
provinsi-provinsi tersebut.  
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Sakina Rakhma Diah Setiawan, Ekonomi Indonesia 2017. Kompas, Senin 11 januari 
2019, h. 23. 










Salah satunya adalah provinsi Lampung, Pertumbuhan ekonomi provinsi 
Lampung tercermin dari besarnya persentase peningkatan atau penurunan PDRB 
atas dasar harga konstan konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 
sebelumnya. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk 
menghilangkanpengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karenanya 
pertumbuhanekonomi wilayah menggambarkan tingkat perkembangan riil atau 
perkembanganvolume produksi barang dan jasa di wilayah bersangkutan.Dilihat 
dari laju pertumbuhan ekonominya, pada tahun 2017 tercatat 
sepuluhkabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi 
Lampung5,17% yaitu Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, 
LampungUtara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, 
Kota BandarLampung, dan Kota Metro. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi 
di KabupatenLampung Timur 4,64%.
12
 Maka jika klasifikasikan menurut 
kelompok laju pertumbuhannya Kabupaten/Kota di Provinsi Lmapung tahun 2017 
terlihat pada Tabel 1.2 berikut : 
Tabel 1.2 
Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota  






(1) (2) (3) 
2,0 - 4,9 Lampung Timur 1 
5,0 - 5,9 
Lampung Barat, Tanggamus, 
Lampung Selatan, Lampung Tengah, 
Lampung Utara, Way Kanan, Tulang 
13 
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Katalog BPS, Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Produk 







Bawang, Pesawaran, Pringsewu, 





(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018) 
 Selengkapnya perkembangan pembangunan ekonomi wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung salah satunya bisa diukur menggunakan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 
dalamperiode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3: 
Tabel 1.3 
PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Lampung 
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 
2013-2017 (dalam desimal) 
Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 
1.    Lampung Barat 0,3677 0,3881 0,0041 0,0042 0,0045 
2.    Tanggamus 0,0797 0,0844 0,0089 0,0093 0,0098 
3.    Lampung Selatan 0,2211 0,2339 0,0246 0,0259 0,0273 
4.    Lampung Timur 0,2337 0,2404 0,0251 0,0262 0,0274 
5.    Lampung Tengah 0,3481 0,3679 0,0387 0,0409 0,0431 
6.    Lampung Utara 0,1206 0,1276 0,0134 0,0141 0,0148 
7.    Way Kanan 0,0704 0,0744 0,0078 0,0082 0,0086 
8.    Tulang Bawang 0,1155 0,1219 0,0128 0,0135 0,0142 
9.    Pesawaran 0,0844 0,0892 0,0093 0,0098 0,0103 
10.  Pringsewu 0,0571 0,0604 0,0063 0,0066 0,0072 
11.  Mesuji 0,0513 0,0543 0,0057 0,0061 0,0063 
12.  Tulang Bawang Barat 0,0573 0,0604 0,0063 0,0067 0,0071 
13.  Pesisir Barat 0,0222 0,0241 0,0025 0,0026 0,0027 
14.  Bandar Lampung 0,2712 0,2903 0,0308 0,0328 0,0349 
15.  Metro 0,0307 0,0326 0,0034 0,0036 0,0038 
Total Kab/kota 0,2131 0,1901 0,2003 0,2111 0,2224 
 Provinsi Lampung 1,8062 1,8978 1,9953 2,0981 2,2065 





 Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.3, perkembangan 
pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung memiliki persentasi 
pertumbuhan yangberfluktuatif. Akan tetapi, Provinsi Lampung jika dilihat pada 
setiap tahunnya memiliki tingkat PDRB per kapita yang terus meningkat. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2013 PDRB Provinsi 
Lampung sebesar1,8062, dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017 
yaitu sebesar 2,2065.Dimana hal ini Provinsi Lampung merupakan salah satu 
provinsi yang kaya akanpotensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan 
sesuai dengan kemampuanmasyarakatnya, guna membantu meningkatkan 
pembangunan daerah.
13
 Namun, potensi sumber daya yang melimpah tidak selalu 
merata disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sehingga menyebabkan 
ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung.
 
Penyebabketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung diantaranya adalah 
perbedaankandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini 
tenaga kerja,investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, 
alokasi danabantuan pembangunan anatar wilayah, dan konsentrasi kegiatan 
ekonomi wilayah.
14 
Sedangkan pada umumnyapembangunan daerah akan difokuskan pada 
pembangunan ekonomi.Dalam rangkamemajukan pembangunan ekonomi 
diperlukannya pertumbuhan ekonomi yangsemakin meningkat.Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya tarafhidup sasaran yang 
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Boediono, Seri Sinopsis Pengantar...., h. 47. 
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dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkatpertumbuhan PDRB jauh 
lebih tinggi dibanding dengan laju pertambahanpenduduk.
15 
Melihat keadaan tersebut menandakan terjadinya ketimpangan pembangunan 
ekonomi terjadi di Provinsi Lampung maupun di tingkat Nasional. Perkembangan 
laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sejak tahun2013-2017 terlihat 
sangat baik, bahkan pertumbuhanekonomi Provinsi Lampung selalu berada diatas 
capaian nasional, denganpertumbuhan rata-rata selama 2013-2017 sebesar 
26,30%, sementara capaiannasional hanya sebesar 25,46%. Untuk melihat 
perkembangan laju pertumbuhanekonomi di Provinsi Lampung dibandingkan 
dengan capaian nasional dapat terlihatpada tabel 1.4 di bawah ini :
 
Tabel 1.4 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 
dan NasionalTahun 2013-2017 (dalam persen) 
Sumber :Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah) 
  
 Hal ini menunjukan bahwa tingkatpertumbuhan yang tinggi disuatu wilayah 
tidak mencerminkan kesejahteraan yangmerata bagi seluruh masyarakat wilayah 
tersebut juga meningkat. Menurut kebijakan yang diatur dalam PERPRES No. 
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Robinson Tarigan, Ekonomi Regional....., h. 82. 
Wilayah Pertumbuhan Ekonomi Rata-
Rata 
(%) 
2013 2014 2015 2016 2017 
Provinsi 
lampung 5,77 5,08 5,13 5,15 5,17 26,30 
Nasional 





131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.
16
PERPRES 
No. 131 tahun 2015 menetapkan kebijakan bahwa adanya pemusatan percepatan 
pembangunan didaerah atau wilayah yang tertinggal. Pembangunan ekonomi 
daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 
mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 
antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 
pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah 
tersebut.
17
Pembangunan daerah sebagai integral daripembangunan nasional 
merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalamupaya mencapai sasaran 
dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatyang didalamnya 
melibatkan seluruh kegiatan yang ada, melalui dukunganmasyarakat di berbagai 
sektor.  
 Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisipotensi serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabilapelaksanaan prioritas 
pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yangdimiliki oleh masing-
masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang adamenjadi kurang optimal. 
Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya prosespertumbuhan ekonomi 
daerah yang bersangkutan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan 
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Peraturan Presiden (PERPRES) Republik indonesia Nomor 131 tahun 2015 Tentang 
penetapan daerah  tertinggal tahun 2015-2019 pasal (1) dan (2). 
17
Lincolin Arsyad, Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah edisi 





wilayah.Ketimpangan wilayah (regional disparity) timbul dikarenakan 
tidakadanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi.
18
 
 Provinsi Lampung terdiri atas 15 Kabupaten/Kota memiliki latar 
belakangperbedaan antarwilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik 
alam,sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di 
setiapKabupaten/Kota. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan 
pembangunan, dimana seharusnya kekayaan alam menjadikan nilai tambah dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi.Kelebihan pada nilai tambah tersebut 
diharapkan memberikan dampak menyebar (spread effect). Hanya saja 
kekayaanalam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Provinsi Lampung 
secaramerata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya 
ketimpangan ataukesenjangan antar daerah.
19
Menurut Resti Melina (2017) 
mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Lampung 
adalah kesenjangan antar daerah, sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya 




Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Indonesia 
Tahun 2007-2011 (dalam desimal) 
                                                             
18Ferry Kurniawan Lubis, Analisis Ketimpangan PembangunanWilayah Di 
Provinsi Sumatera UtaraTahun 1990 – 2013, Tesis,Ekonomi PembangunanPada 




Resti Meliana Sari, Janthy Trilusianty Hidayat, M.Yogie, Analisis Ketimpangan 
wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,Jurnal Ekonomi, Vol.01.No.4, 2017, h. 5. 
Provinsi 
Tahun 





(Sumber:, Data BPS Tahun 2012, Diolah Bappenas 2012) 
Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga 
akan mendorong kesenjangan antar daerah yang lebih lebar. Pada tingkat Provinsi, 
masih terjadi ketimpangan selama tahun 2007 sampai 2011.  
Selama tahun 2007-2011 masih terjadi ketimpangan wilayah pada provinsi-
provinsi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif. 
Aceh 0.84 0.81 0.72 0.68 0.65 
Sumatera Utara 0.66 0.68 0.71 0.78 0.72 
Sumatera Barat 0.38 0.38 0.35 0.35 0.34 
Riau 0.68 0.69 0.57 0.60 0.66 
Jambi 0.40 0.46 0.48 0.48 0.47 
Sumatera Selatan 0.80 0.81 0.77 0.78 0.74 
Bengkulu 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 
Lampung 0.30 0.35 0.37 0.35 0.43 
Kep. Bangka Belitung 0.27 0.29 0.29 0.28 0.28 
Kepulauan Riau 0.52 0.41 0.43 0.38 0.38 
DKI Jakarta 0.50 0.52 0.53 0.53 0.53 
Jawa Barat 0.58 0.61 0.56 0.56 0.60 
Jawa Tengah 1.04 1.10 1.07 1.05 1.05 
D I Yogyakarta 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 
Jawa Timur 1.11 1.10 1.10 1.10 1.11 
Banten 0.57 0.63 0.72 0.65 0.64 
Bali 0.33 0.33 0.35 0.34 0.35 
Kalimantan Barat 0.36 0.36 0.38 0.39 0.38 
Kalimantan Tengah 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 
Kalimantan Selatan 0.44 0.43 0.43 0.45 0.46 
Kalimantan Timur 1.18 1.20 1.07 1.00 1.01 
Sulawesi Utara 0.44 0.43 0.45 0.45 0.44 
Sulawesi Tengah 0.22 0.22 0.22 0.22 0.34 
Sulawesi Selatan 0.63 0.58 0.53 0.54 0.54 
Sulawesi Tenggara 0.40 0.37 0.33 0.34 0.35 
Gorontalo 0.25 0.22 0.18 0.19 0.20 
Sulawesi Barat 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16 
Nusa Tenggara Barat 1.13 1.03 1.17 1.17 0.97 
Nusa Tenggara Timur 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 
Maluku 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 
Maluku Utara 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 
Papua Barat 0.69 0.77 0.91 1.17 1.43 





Hasil Indeks Williamson untuk ketimpangan pembangunan secara nasional 
menunjukkan, bahwa ketimpangan pembangunan sangat tinggi atau pembangunan 
antar provinsi tidak merata dengan Indeks Williamson dari tahun 2002-2012 rata-
rata > 1.
21
Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. 
Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain 
yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya, guna 
meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan 
yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan 
solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi, pada umumnya dipandang tidak adil.
22
 
Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung ini di sebabkan oleh banyak 
faktor.Seperti pada teori Myrdal, ketimpangan wilayah berkaitan eratdengan 
sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah 
yangmendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang 
memilikiharapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap 
terlantar. MenurutMyrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan 
ketimpangan inidisebabkan karena adanya dampak balik (backwash effect) yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (spread effect). Faktor-faktor 
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Wilayah...., h. 6. 
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Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung 
meningkatkanketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang 
meningkat akanmerangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan danmenyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya.
24
 Lingkup 
investasi yang yanglebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat 
menciptakan kelangkaan modal diwilayah terbelakang. Kelangkaan modal ini 
akanmenyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dangan wilayah 
terbelakang.Untuk menjelaskan kelangkaan modal yang telah terjadi pada tahun 
2008-2012 di  Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, yang menyebabkan 
ketimpangan antara wilayah yang maju dangan wilayah terbelakang adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 1.6 
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung 
Tahun 2008-2012 (dalam desimal) 
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2008 0,1273 0,8799 
2009 0,4167 0,1948 
2010 0,1431 0,8575 





 Sumber:BPMD provinsi Lampung, 2008-2012 
 
Tabel 1.6 menunjukan nilai investasi swasta Penananam Modal Asing (PMA) 
dan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di ProvinsiLampung tahun 
2008-2012. Selama tahun 2008-2012 terlihat bahwa investasiswasta yang masuk 
baik dari asing maupun dalam negeri jumlahnya fluktuatif dancenderung tinggi. 
Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahsetempat, namun 
investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkankelangkaan modal 
yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.
25
 
Selain Investasi, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup 
tinggipada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar 
wilayah.
26
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang belakangan banyak diterapkanoleh 
berbagai wilayah termasuk Provinsi Lampung yaitu aglomerasi. Aglomerasi 
menurutMarshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan 
produksinyayang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang 
sehingga masyarakatakan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti 
tindakan mendirikan usahadisekitar lokasi tersebut.
27
 
Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan 
ekonomidaerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong 
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prosespembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan 
tingkatpendapatan masyarakat.
28
 Akan tetapi bagi daerah yang memilikitingkat 
aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang. 
Riset terkait yang meneliti tentang ketimpangan pembangunan ekonomi 
antarwilayah sudah banyak dilakukan.Penelitian yang dilakukan Yeniwatipada 
tahun 2013 menemukan bahwa adanya ketimpangan ekonomi antar provinsi yang 
terjadi diSumatera selama kurun waktu 2005-2010 dikarenakan potensi 
sumberdaya yang dimiliki antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya tidak 
meratadan tidak seragam, oleh karena itu pertumbuhannya pun berbeda. Untuk 
dapattumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-
pusatpertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat.
29
 Sedangkan 
dalam penelitianKartira Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhaktipada tahun 2018 
menemukan bahwa secara simultan, investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, 
dan tenaga kerjaberpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 
wilayah Sumatera.Namun demikian, secara parsial hanya variabel investasi yang 
berpengaruh signifikanterhadap ketimpangan pembangunan. Sebaliknya variabel-
variabel lainnya yaitu belanjapemerintah, dan aglomerasi dan tenaga kerja tidak 
berpengaruh signifikan.
30
Ketimpangan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat 
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dari sudut pandang konvensional namun secara Ekonomi Islam juga membahas 
tentang ketimpangan pembangunan Syariah. 
DalamEkonomi Islam, juga membahas sebuah konsep pembangunan Syari’ah 
dimana konsep tersebut diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan 
menganalisis proses pembangunan,faktor-faktor yang mempengaruhinya serta 
mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan 
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.31Pembangunan ekonomi disuatu daerah 
atau wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang semakin sejahtera, 
makmur dan berkeadilan.  
Pandangan Ekonomi Islam mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh 
nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian harus menciptakan keadilan dan 
harmonis.
32
 Keadaan ini bisa dicerminkan dengan adanya kesempatan pada setiap 
individu untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dan proposional dan 
adanya iklim yang sinergis antar anggota masyarakat untuk saling mendukung 
(harmonis) agar terciptanya kesejahteraan (falah). Maka dari itu, pembangunan 
ekonomi bisa berhasil dengan adanya kerja keras dari berbagai pihak baik itu 
pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana tentang anjuran untuk 
bekerjadalam kegiatan perekonomian disebutkan dalam Al-Qur’an (QS.At-
Taubah: 105): 
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    
 
 
Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”33 
 
Dalam Ayat diatas, memerintah kepada semua orang mukmin dan setiap orang 
untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi. Dimana setiap kegiatan ekoniomi 
tersebut pasti akan diketahui oleh Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang 
beriman secara keseluruhan. Dalam setiap usaha ekonomi yang kita lakukan pasti 
akan ada balasannya atau hasilnya dan yang berhak memberikan pembalasan atau 
imbalan itu adalah Allah SWT, Dzat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib 
disamping hal-hal yang tampak. Dan Allah SWT akan memperlihatkan atau 
menampilkan setiap perbuatan seseorang baik maupun buruk di akhirat kelak.
34
 
Maka lakukanlah usaha kegiatan ekonomi secara syariah yaitu menjalankan segala 
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 
Sejalan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan ketimpangan 
pembangunan ekonomi menjadi permasalahan yang sering terjadi antarwilayah 
pada saat proses pembangunan ekonomi. Dan adanya kerja keras yang dilakukan 
oleh pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi akan mewujudkan 
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tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat. Serta dalam hal ini 
perlu adanya penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dalam 
ketimpangan pembangunan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat 
dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut. Maka penulis 
tertarik melakukan penelitiantentang ketimpangan pembangunan ekonomi di 
Provinsi Lampung dengan judulpenelitian “Analisis Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 






D. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa identifikasi masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Terdapat tiga variabel yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan 
antarwilayah di Kabupaten/Kota di provinsi Lampung pada tahun 2013-
2017 yaitu PDRB per kapita, Investasi, dan Aglomerasi. 
2. Total PDRB Provinsi Lampung masih tertinggal dari PDRB Provinsi-
Provinsi Lain di Pulau Sumatera pada tahun 2013-2017. 
3. Nilai Investasi di Provinsi Lampung yang berjumlah besar namun belum 





4. Terjadinya Aglomerasi secara regional di beberapa Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung. 
E. Batasan Masalah 
 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan tidak meluas 
makaterdapat batasan masalah yaitu hanya berkaitan ketimpangan pembangunan 
ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dengan adanya 
faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu PDRB perkapita, Investasi dan 
Aglomerasi, dalam kurun waktu yang digunakan tahun 2013-2017. Faktor-faktor 
PDRB perkapita, Investasi dan Aglomerasi dipilih karena ketiga variabel ini 




F. Rumusan Masalah 
1. Apakah PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi secara 
parsialberpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017? 
2. Apakah PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunanwilayah 
di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017? 
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan 
pembangunanwilayah di Provinsi Lampung tahun 2013-2017? 





1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah: 
a. Menjelaskan pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi 
terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial. 
b. Menjelaskan pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi 
terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan. 
c. Mendeskripsikan pandangan Ekonomi Islam terhadapketimpangan 




2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
a. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB per kapita, 
Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara 
parsial. 
b. Memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB per kapita, 
Investasi dan Aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 






c. Memberikan gambaran pandangan Ekonomi Islam terhadap 
ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung tahun 2013-













A. Tinjauan Pembangunan Ekonomi 
1. Definisi Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut 
akademis ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu  
fenomena ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif 
mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih 





suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa 
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual, maupun 
kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu 
kehidupan yang serba lebih baik secara materil dan spritual.
35
 
Sedangkan menurut Sadono Sukirno, walaupun kebijaksanaan-
kebijaksanaanpembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi 
kesejahteraan dalam artiyang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi 
selalu dipandang sebagaisebagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh 
suatu masyarakat,Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu 
masyarakat untukmengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat 
pendapatanmasyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan 
meliputi jugausaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan 
adanyapembatasan diatas maka pengertian pembangunan ekonomi pada 
umumnyadidefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per 
kapitapenduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.
36
 
Jhinghan,mengajukan beberapapersyaratanpembangunan ekonomi yaitu:
37
 
a. Pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam 
negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa 
untukmenciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakat. 
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b. Dapat menghilangankesempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan 
pasarmenyebabkanmobilitas faktor terganggu dan menghambat ekspansi 
sektoraldan pembangunan. 
c. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian 
tradisionalmenjadi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder 
dan tersier sertamenyempitnya sektor primer. 
d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam 
pembangunan ekonomi. 
e. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi 
yangpaling menguntungkan masyarakat, tetapi tetap mempertimbangkan 
dinamikaperekonomian. 
f. Persyaratan sosial-budaya. Wawasan sosial-budaya serta organisasi harus 
dimodifikasi, sehingga selaras dengan pembangunan. 
g. Administrasi. Alat untuk perlengkapan administratif untuk perencanaan. 
Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu 
ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan 
ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang 
bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan 
ekonomi, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada 
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Dari definisi pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu perubahan keseluruhan secara 
ekonomi dan sosial di suatu wilayah yang ditandai dengan 
meningkatnyapertumbuhan ekonomidiwilayah. Dimana Suatu peningkatan 
pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan distribusi pembangunan yang 
merata agar terciptanya suatu tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Pembangunan Ekonomi Daerah 
Pembangunan ekonomi daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 
diwilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 
pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh 
nilai tambah (Added Value) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan tersebut 
di ukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Berkaitan dengan 
pembangunan daerah pula ada tiga pengertian tentang definisi daerah yaitu: 
a. Pengertian pertama daerah homogeny (homogenues region) yaitu 
menganggap suatu daerah sebagai space atau ruang dimana kegiatan 
ekonomi berlaku dan diberbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya 
sama. Misalnya dari aspek geografis, etnik, ataupun aspek ekonomi. 
b. Pengertian kedua adalah daerah modal yaitu daerah sebagai ekonomi 





c. Pengertian ketiga daerah administrasi yaitu daerah yang memiliki dan 
memberikan batasan suatu daerahnya dengan batasan administrasi.
39 
Sedangkan pembangunan ekonomi daerah itu berorientasi pada 
proses.Suatu proses yangmelibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan 
industri alternatif,perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan 
produk yang lebihbaik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi 
pengetahuan.
40
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 
pemerintahdaerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang 
ada danmembentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 
swastauntuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 
perkembangankegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 
Pembangunan ekonomi daerah memasuki babak baru sejalan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014.Adapun 
tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:
41
 
a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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c.  Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. 
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. 
e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah. 
f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.  
Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah,otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonomuntukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42
 
Adanya peraturan UU tersebut dimana memberikan otonomi ke daerah 
otonom kabupaten/kota dalam penyelenggaraanpemerintahan, maka harapannya 
pembangunan ekonomi daerah bisa lebih efektif dan efisien sehingga setiap 
wilayah bisa mengoptimalkan pembangunan daerahnya masing-masing. 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya 
alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan 
sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, 
situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan 
pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan 
lingkungan pembangunan secara luas.
43 
Masalah pokokdalampembangunandaerah adalah terletak pada penekanan 
terhadap kebijakan-kebijakanpembangunan yang didasarkan pada kekhasan 
                                                             
42
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah pasal 1 ayat (2). 
43
Denny Iswanto, Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan 
Pertumbumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur,Jurnal Ekonomi, Signifikan Vol. 4 No. 1 April 





daerah yang bersangkutan(endogenous development) dengan menggunakan 
potensi sumberdaya manusia,kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal 
(daerah).Dampak darikebijakan-kebijakanpembangunan yang didasarkan pada 
kekhasan daerah adalah terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi.
44 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pembangunan ekonomi daerah 
dikatakan berhasil apabila masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama 
untuk mengelola seluruhpotensi sumberdaya yang ada diwilayah tersebut secara 
optimal. Bentuk perhatian pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi daerah 
yaitu dengan mengeluarkan kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah sehingga setiap wilayah bisa menjalankan pemerintahan 
daerah secara efektif dan efisien. Dimana harapannya kebijakan tersebut 
diberlakukan untuk merangsang perkembangankegiatan ekonomi (pertumbuhan 
ekonomi) dalam wilayah tersebut agar lebih maju. 
3. Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah 
a. Teori Ibnu Khaldun 
Pembangunan ekonomi sangat penting karena kecendrungan normal 
dalam masyarakat tidak ingin mandeg, mereka harus terus maju atau mereka 
akan mengalami kemunduran.Pembangunan ekonomi dalam islam di dalam 
model Ibnu Khaldun tidak mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi saja. 
Pembangunan (g) meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga 
masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), 
Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j), dan pada akhirnya 
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akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki 




Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa keadilan (j) 
yang disisni tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit tetapi dalam arti 
yang lebih komprehensif yaitu keadilan dalam semua sektor kehidupan 
manusia. Keadilan dalam pengertian yang komprehensif ini tidak akan dapat 
diwujudkan tanpa menciptakan suatu masyarakat yang peduli lewat 
persaudaraan dan persamaan sosial, dan menjamin keamanan kehidupan, hak-
hak milik dan penghormatan kepada martabat orang, pemenuhan secara jujur 
kewajiban politik, dan sosial ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang 




Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, pembangunan ekonomi 
dalam pandangan ekonomi islam menurut Ibnu Khaldun didasarkan atas dasar 
beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga 
masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti Pemerintah (G), 
Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j) sehingga bisa 
terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang satu dengan 
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yang lainnya dan dengan adanya kesejateraan masyarakat yang meningkat 
maka akan mengurangi tingkat ketimpangan di suatu wilayah tersebut. 
b. Teori Yusuf Al-Qardhawi 
Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam menurut 
Yusuf Qardhawi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik (Al-hayat at-
taiyibah). Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwadalam hal 
pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendikebebasan dan 
keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak 
yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dankeadilan tidak seperti pemahaman 
kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia 
untuk berbuat danbertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi 
sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual 
yangdimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat sertaantara 
suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilandalam 
pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur’anagar supaya harta 
kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barangdagangan yang hanya beredar 
diantara orang-orang kaya saja, akantetapi diharapkan dapat memberi 
kontribusi kepada kesejahteraanmasyarakat sebagai suatu keseluruhan.
47
 
Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiapwarganya 
baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikantanggung jawab 
moral terhadap si kaya untuk memperhatikan simiskin. Islam mengakui sistem 
hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke 
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penumpukan kekayaan yangtidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. 
Al-Qur’an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya 
untukkesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, 
hibah,wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. 
Karena akibatnya kekayaan yang hanya beredar di orang tertentu saja akan 
menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat yang hal ini sekaligus 




Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pendistribusian 
yang baik adil dan merata di masyarakat dengan jalan secara syariah yaitu 
zakat, sadaqaah, hibah,wasiat dan sebagainya, akan mengurangi tingkat 
ketimpangan ekonomi di masyarakat maupun dalam cangkupan antar wilayah. 
c. Model Pertumbuhan Neo-Klasik 
Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan 
modelpertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama 
ModelPertumbuhan Neo-Klasik. Model Solow-Swan memusatkanperhatiannya 
pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuanteknologi 
dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam 
model Neo-Klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang 
lebihumum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar 
kapital (K) dantenaga kerja (L).
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Model Neo-Klasik dipelopori oleh George H.Bort(1960) dengan 
mendasarkan analisanya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurutmodel ini, 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan olehkemampuan 
daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkankegiatan 
produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah 
yangbersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan 
mobilitasmodal antar daerah.Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah 
adalah peningkatankegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978), 
modelNeo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan 




Y = A Kα Lβ , α + β = 1 …………………………….......................(1.1) 
dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga 
kerja.Karena analisa munyangkut pertumbuhan maka semua variabel adalah 
fungsi waktu(t). Dengan mengambil turunan matematika persamaan (1.1) 
terhadap variabel (t)diperoleh : 
y = a + αk + (1- α) l ……………………………..............................(1.2) 
dimana y=dY/dtmenunjukan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi), 
a=dA/dtmenunjukan perubahan teknologi produksi (secara netral), 
k=dK/dtmenunjukanpenambahan modal (investasi) dan l=dL/dtpenambahan 
jumlah dan peningkatankualitas tenaga kerja. 
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Selanjutanya, bila aspek daerah dimasukan ke dalam analisa ini, maka 
peningkatan modal di suatu daerah tidak hanya berasal dari tabungan di daerah 
itusaja, tetapi berasal juga dari modal yang masuk dari luar daerah. Kenyataan 
ini dapatdiformulasikan sebagai berikut:
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  ∑         ............................................................................(1.3) 
dimana Si adalah Marginal Propensity to Save (MPS) di daerah i, Vi adalah 
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) daerah i. Sedangkan kji adalah 
jumlahmodal yang masuk dari daerah lain ke daerah i. 
Sama halnya dengan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja pada 
daerah i tidaksaja disebabkan kerana pertambahan penduduk daerah yang 
bersangkutan saja, tetapijuga karena arus perpindahan penduduk masuk 




      ∑        …………………………..……………………........(1.4) 
dimana ni merupakan pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan, 
mji adalahpenduduk yang masuk (inmigration) ke daerah i yang datang dari 
derah lainnya j. 
Perpindahan modal (kji) dari daerah j ke daerah i terutama oleh tingkat 
pengembalian modal, r, yang tinggi di daerah i dibandingkan dengan daerah j. 
Demikian juga dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena ada perbedaan 
tingkat upah, w. Berdasarkan hal ini maka dapat ditulis: 









kji = fk ( ri - rj) …………………………………………………….........(1.5) 
mji = fl (wi- wj) …………………………………………………............(1.6) 
Penganut Model Neo-Klasik, beranggapan bahwa mobilitas 
faktorproduksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses 
pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga 
kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga 
ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (divergence). Akan 
tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya 
prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja 
tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang 




Dari uraian diatas disimpulkan bahwa keberhasilan pertumbuhan 
ekonomi daerah disuatu wilayah tercermin dari peningkatankegiatan produksi 
diwilayah tersebut. Namun, tidak akan terealisasi secara optimal jika wilayah 
tersebut hanya melakukan peningkatan produksi dengan mengelola sumberdaya 
yang ada diwilayah tersebut tanpa dibarengi dengan prasarana dan fasilitas 
komunikasi yang baik sehingga mobilitas modal dan tenaga kerja diwilayah 
tersebut semakin lancar. Dengan adanya peningkatan produksi yang dibarengi 
dengan prasarana dan fasilitas komunikasi yang baik pada mobilitas modal dan 
tenaga kerja maka wilayah tersebut akan berangsur membaik kondisi 







ekonominya dan secara otomatis bisa mengurangi ketimpangan pembangunan 
diwilayah tersebut. 
d. Hipotesis Kuznets 
Simon Kuznets mengemukakan hipotesis adanyakurva U terbalik 
(inverted U curve)bahwa mula-mula ketika pembangunandimulai,distribusi 
pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 
tingkatpembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut 
Kuznets,pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 
panjang dari negarayang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 
ekonomi kepadapenduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau 
dimungkinkan olehadanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, 




Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri 
prosespertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang 
sekarangmaju sebagai berikut :
55
 
1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk 
yangtinggi. 
2) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi. 
3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 
4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 
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5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai, atau sudah maju 
perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia 
lainnyasebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 
6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 
sepertiga bagian penduduk dunia. 
Dua faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel 
ekonomiagregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-
variabeltransformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai 




Sebelumnya hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Hesty Febrianidi 
Provinsi-Provinsi yang ada di Indonesia. Pada penelitannyaHesty Febriani(2011) 
menggunakan Indeks Williamsonuntuk mengukur pola hubungan antara 
ketimpangan pendapatan danketerbukaan perdagangan berdasarkan kerangka 
berpikir kurvaKuznets keterbukaan sebelum krisis ekonomi di Indonesia. 
Gambar 2.1 
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 -64.04-64.03064.0364.04   64.05 (Openness) 
Sumber : Hesty Febriani  (2011)
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Pada estimasi jangka panjang sebelum krisis ekonomi di Indonesia 
(1983-1997) ditemukan hubungan berbentuk kurva U-terbalik antaraketerbukaan 
perdagangan dan ketimpangan pendapatan. Ketimpanganakan naik seiring 
dengan naiknya keterbukaan perdagangan. Kemudianpada saat keterbukan 
perdagangan mencapai titik 64.03 ketimpanganperlahan akan menurun. Pada 
periode tersebut, variabel keterbukaanperdagangan berpengaruh terhadap tingkat 
ketimpangan pada tarafsignifikansi 0,01.
58
 
Pada akhirnya analisis kuznets, menyatakan bahwapertumbuhan di 
negara-negara maju tidak menyebabkan negara-nagaraberkembang ikut tumbuh, 
hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampumengikuti pertumbuhan 
negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilahkesenjangan antar negara maju 
dan negara berkembang dalam pertumbuhanekonominya. Kritik utama terhadap 
kurva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitifterhadap ukuran inequalitydan 
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pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihanyang berbeda, seseorang bisa 
mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak adahubungan sama sekali.
59
 
Dari diagram kurva Kuznet diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwaterjadinya ketimpangan antarwilayah pada tahap awal proses 
pembangunan ekonomi disebabkan adanya ketidaksiapan wilayah terbelakang 
dalam dayasaing yang sama jika dibandingkan wilayah yang kondisi 
ekonominya lebih baik. Namun, dengan adanya campur tangan kebijakan 
pemerintah dalam distribusi pembangunan ekonomi maka perlahan ketimpangan 




B. Tinjauan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
1. Definisi Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Menurut Syafrizal, ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan 
distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya 
secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan 
ekonomi wilayah.
60
Disparitas atau ketimpangan wilayah adalah salah satu 
masalah yang pasti muncul dalam pembangunan wilayah. Ketidaksetaraan 
menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terjadi pada berbagai 
potensi sumber daya alam, lokasi geografis, kualitas sumber daya manusia dan 
hubungan etnis atau politik. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan di 
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wilayah ini adalah untuk mengatur pembangunan. Tapi pembangunan belum tentu 
untukmengurangi ketimpangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk 
mengedepankan konsep pemerataan pembangunan di Indonesia. Tujuan dari 
pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan 




Menurut Mudrajad Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup 
relatifdari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya 
perbedaanfaktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang 
menyebabkan tingkatpembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda beda, 
sehingga menimbulkangap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. 
Menurut Hipotesa NeoKlasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, 
ketimpanganpembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan 
terjadi sampaiketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses 
pembangunanterus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan 
pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun.
62
 
Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh Jeffrey 
G.Williamson yang menganalisa ditribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi 
padatingkat regional pada suatu negara, ternyata dijumpai dalam suatu negara 
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terdapatsuatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalau diikuti sekelompok 
wilayahberpendapatan menengah dan rendah. Bila perbedaan antara yang 
berpendapatanper kapita tinggi dan yang rendah sangat besar maka terjadi 
ketimpangan pendapatanyang tinggi. Indeks Ketimpangan Pembagunan Ekonomi 
ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka1 atau 0 <IW <1.
63
Jika Indeks Williamson 
semakin mendekati angka 0 maka tingkatketimpangan pembangunan ekonomi 
semakin kecil dan jika Indeks Williamsonsemakin mendekati angka 1 maka 
semakin tinggi ketimpangan pembangunanekonomi.Dalam tahapan awal 
pembangunan, pertumbuhan ekonomi nampaklebih merata diantara wilayah-
wilayah, tetapi dalam tahap lebih lanjut, pertumbuhanekonomi antar wilayah 
menampakkan perbedaan yang semakin bertambah besar,yang berarti disparitas 
antar wilayah bertambah besar.
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Dari uraian diatas disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah 
adalah adanya perbedaan yang mencolok antarwilayah yang satu dengan wilayah 
lainya dalam hal distribusi pembangunan. Dimana ketimpangan pembangunan 
wilayah merupakan masalah utama yang sering terjadi pada saat proses 
pembangunan itu berlangsung. Namun ketika pembangunan ekonomi terus 
dilakukan diwilayah yang terjadi ketimpangan maka ketimpangan wilayah 
didalam wilayah tersebut akan berangsur menurun. 
2. Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah 
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Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayahdisebabkan oleh 
perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaankondisi demografi yang 
terdapat pada masing-masing wilayah, sehinggakemampuan suatu daerah dalam 
mendorong proses pembangunan menjadiberbeda. Perbedaan kekayaandaerah ini 




Adapun penyebab–penyebab ketimpangan pembangunan 
ketimpanganantar wilayah menurut Syafrizal yaitu sebagai berikut: 
a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam 
Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan 
pembangunanantar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar 
dalam kandungansumberdaya alam pada masing-masing daerah.Perbedaan 
kandungansumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan 
produksi padadaerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan 
sumberdaya alam cukuptinggi akan dapat memproduksi barang-barang 
tertentu dengan biaya relatifemurah dibandingkan dengan daerah lain yang 
mempunyai kandungansumberdaya alam lebih rendah.
66 
b. Perbedaan Kondisi Demografis 
Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan 
pembangunanantar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi 
demografis yangcukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang 
dimaksud adalahperbedaan tingkat pertumbuhan dan stuktur 
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kependudukan, perbedaantingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan 
kondisi ketenagakerjaan danperbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan 
serta etos kerja yang dimilikimasyarakat daerah bersangkutan. Kondisi 
demografis ini akan dapatmempengaruhi ketimpangan pembangunan antar 
wilayah karena hal iniakan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
masyarakat pada daerahbersangkutan. 
Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan 
cenderungmempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal 
ini akanmendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan 
meningkatkanpenyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
daerah bersangkutan.Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi 
demografisnya kurangbaik maka hal ini akan menyebabkan relatife 
rendahnya produktivitas kerjamasyarakat setempat yang menimbulkan 
kondisi yang kurang menarik bagipenanaman modal sehingga 
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutanakan menjadi lebih rendah. 
Kurangnya mobilitas barang dan jasa dapat pulamendorong terjadinya 
peningkatan ketimpangan pembangunan atar wilayah.
67 
c. Ekonomi Kosentrasi Kegiatan Wilayah 
Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada 
wilayahtertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan 
antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat 
pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup 






besar. Kosentrasikegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. 
Pertama, karenaadanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah 
tertentu. Kedua,meratanya fastilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, 
juga ikutmempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, 
kondisidemografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena 
kegiatanekonomi akan cenderung terkosentrasi dimana sumberdaya 
manusia tersediadengan kualitas yang lebih baik.
68
 
d. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah 
Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan 
oleh sistempemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan 
daerah yangdianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan 
cenderunglebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga 
ketimpanganpembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan 
tetapi jikasebaliknya di mana sistem pemerintahan yang dianut adalah 
otonomi ataufederal, maka dana pemerintah akan lebih banyak 
dialokasikan ke daerahsehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung 
rendah. Alokasi danapemerintah yang antara lain akan memberikan 
dampak pada ketimpanganpembangunan antar wilayah adalah alokasi dana 
untuk sektor pendidikan,kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua 
sektor ini akan memberikandampak pada peningkatan pada peningkatan 
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produktivitas tenaga kerja,pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan pergerakanekonomi di daerah tersebut.
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Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penyebab ketimpangan 
pembangunan wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perbedaan 
kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, kosentrasi 
kegiatan ekonomi wilayah (aglomerasi), dan alokasi dana pembangunan 
antar wilayah yang terdapat pada masing-masing wilayah tersebut 
sehingga dalam proses pembangunan belum tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi maka terjadilah ketimpangan antarwilayah karena 
faktor-faktor tersebut terdistribusi secara tidak merata. 
3. Indikator Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Indikator atau ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam 
suatu negara atausuatu daerah bukanlah hal yang mudah, karena hal ini dapat 
menimbulkan debatyang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat 
bahwa ketimpangansuatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok 
miskin pada daerahbersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan 
adanya ketimpanganyang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok 
kaya di tengahtengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Perlu diingat 
dipenelitian ini bahwa,berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat 
ketimpangan antar kelompokmasyarakat, ketimpangan pembangunan antar 
wilayah melihat perbedaan antarwilayah. Hal yang dipersoalkan dipenelitian ini, 
bukan antara kelompok kaya dan kelompokmiskin, tetapi adalah perbedaan antar 
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daerah maju dan daerah terbelakang.
70
Ketimpangan pembangunan wilayah diukur 
menggunakanbeberapa indikator antaralain: 
a. Konsep PDRB per kapita Relatif 
Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam 
penelitianJaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah 
pada konsepPDRB per kapita relatif dangan rumus:
71
 
       
                  
                     
   
Keterangan: 
RDit : Ketimpangan wilayah Provinsi i, tahun t 
PDRB per kapita yi,t : PDRB per kapita pada Provinsi i pada tahun t 
PDB per kapita Nal,t: PDB per kapita Indonesia pada tahun t 
Ukuran ketimpangan wilayah dengan menggunakan Konsep PDRB 
per kapita Relatif adalah formula dalam bentuk gambaran hubungan PDRB per 
kapita dengan ketimpangan wilayah. Bentuk hubungan PDRB per kapita 
dengan ketimpangan wilayah tersebut dinamakan dengan Konsep PDRB per 
kapita Relatif. Dimana Konsep PDRB per kapita Relatif bisa digunakan untuk 
mengukur tingkat ketimpangan secara luas baik itu antarnegara maupun 
antarprovinsi atau kabupaten/kota. Dalam penelitian Jaime Bonet (2006), 
penggunaan (i) menunjukan wilayah yang akan dianalisis dan (t)tahun atau 
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periode pada rentan waktu pada wilayah analisis. Sedangkan pengurangan pada 
angka satu (1) dalam proksi menunjukan pentafsiran hitungan yang stabil.
72
 
b. Indeks Williamson 
Ukuran ketimpangan pembangunan antarwilayah yang mula-mula 
dilakukan adalah Wiliamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G. 
Wiliamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah 
coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu 
perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada 
pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan 
antarwilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu 
antaralain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam 




Berbeda dengan Gini Rasioyang lazim digunakan dalam mengukur 
distribusi pendaoatan antargolongan masyarakat, Williamson Index 
menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai 
data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat 
pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan 
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antarkelompok masyarakat. Dengandemikian, formulasi Indeks Williamson ini 
secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut:
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√∑           




   
 
                     
Keterangan :  
IW: Indeks Williamson 
yi : PDRB per kapita daerah i 
y : PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah 
fi : Jumlah penduduk daerah i 
N : Jumlah penduduk seluruh daerah 
Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara 
tertimbang (weighted) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat 
dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan kriteria hasil uji 
indeks 0 s/d 1 sebagai berikut :
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a. Bila IW  mendekati 1 berarti sangat timpang. 
b. Bila IW mendekati 0 berarti sangat merata. 
c. Indeks Entropi Theil 
 Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur 
ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah Theil Index. Sebagaimana 
digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan 
diindonesia. Sedangkan data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah 
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sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB 
per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya 
dengan penafsirannya yang juga bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang 
dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.Formulasi Indeks 
Theil sebagai berikut: 
   ∑∑{     }
 
   
 
   
   [{     } {     }] 
Keterangan:  
Td:Indeks Theil 
yij : PDRB per kapita Kabupaten i di Provinsi j 
Y : Jumlah PDRB per kapita seluruh Provinsi j 
n: Jumlah penduduk Kabupaten i di Provinsi j 
N : Jumlah penduduk seluruh Kabupateni di Provinsi j 
Namun demikian, penggunaan Theil Indeks sebagai ukuran 
ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Kelebihan 




1) Indeks theil dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah 
secara sekaligus, sehingga cakupan analis menjadi lebih luas. Dalam kasus 
indonesia, dengan menggunakan metode indeks theil dapat dihitung 
ketimpangan dalam provinsi dan kabupaten/kota serta antarprovinsi, 
kabupaten dan kota. 
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2) Menggunakan indeks Theil dapat pula dihitungan kontribusi (dalam 
persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan 
wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi 
kebijakan yang cukup penting. 
4. Ketimpangan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam 
 Islam sebagai sistem hidup (way of life) dan merupakan agama yang 
universalsebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek 
ekonomi,sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang 
ekonomiislam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya 
mendorong kepadaterbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang 
terfokus untukmempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh 
nilai-nilai Islam.Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang 
melanda perekonomiandunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa 
ini telah memperburuktingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di 
dalam perekonomian negaranegara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan 
perekonomian di negara-negara Islam.
77
 
Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya 
baikyang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral 
terhadapsi kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik 
pribadisecara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan 
kekayaan yangtidak layak. Al-Qur’an menyatakan agar si kaya mengeluarkan 
sebagian darirezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, 
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sadaqaah, hibah,wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan 




a. Parameter Positif atau wajib (Positive Measure) yang terdiri atas zakat dan 
faraid(waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal kekayaan dari 
kelompokmampu kepada kelompok yang kurang mampu. 
Dimanaparameter positif adalah parameter yang memerintahkan seorang 
muslim yang memiliki harta yang lebih untuk disalurkan kepada orang yang 
membutuhkan bantuan. Meskipun anjuran tersebut ditujukan kepada orang 
yang kaya akan tetapi tolong menolong kepada oranglain dalam hal kebaikan 
juga dianjurkan untuk semua muslim. Karena dengan memberikan sebagian 
harta kita kepada oranglain itu berarti telah membersihkan harta kita dari hal 
yang tidak baik (bathil). 
b. Parameter Sukarela (Voluntary Maesure) yang terdiri dari infaq, sedekah 
danwakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusinya aset dan 
kekayaan dimasyarakat sehingga (Voluntary Maesure) bisa menjadi alternatif 
pendanaanpembangunan daerah. 
Maksud dari parameter sukarela adalah ajuran dalam Islam 
mendistribusikan harta yang kita miliki yaitu dengan cara berinfaq, 
bersedekah, dan waqaf. Dalam Islam menganjurkan untuk melakukan 
pendistribusian harta sehingga perputaran harta tersebut tidak hanya pada 
segelintir orang saja. Adanya pendistribusian tersebut selain kita bisa 
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membantu oranglain dengan niat beribadah mencapai ridha Allah SWT, 
pendistribusian harta juga bisa membantu laju pertumbuhan perekonomian 
dalam kegiatan pembangunan ekonomi diwilayah tersebut. 
c. Parameter Larangan (Prohibitive Maesure) yang terdiri dari larangan riba 
dankezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah 
praktik-praktikkezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan penimbunan. 
Instrumen ini dapatmenyebabkan distorsi dan ketidak seimbangan pasar, 
sehingga membahayakanstabilitas perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan 
akan menunjukkan konsentrasipada golongan tertentu dan menciptakan 
jurang kesenjangan yang semakin dalamdan melebar.
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Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, 
namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang 
individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya 
secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits 
yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-
orang fakir, miskin, dan kekurangan. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan 
hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak 
memperoleh bagian.
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Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Hasyr: 7): 
                            
                           
    
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 
untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.81 
 
Munthe (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam 
pandangansistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah 
masyarakat itulahyang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan 
ekonomi.
82
Isu-isuketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di 
Indonesia, kritik terhadapdistribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan 
telaah terhadap distribusiekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif 
serta mekanisme distribusidalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kebebasan yang dimaksudkan 
Munthe (2014) di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid 
dankeadilan. tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi 
danspiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta 
antarasuatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan 
dalampendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Firman Allah SWT dalam 
Al-Quransurat (Al-Hasyr: 7) agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara 
orang-orangkaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada 
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kesejahteraanmasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam 
sistem ekonomi Islam,penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus 
dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan 




C. Tinjauan PDRB Perkapita 
1. Definisi PDRBPerkapita 
Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk 
(output) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam 
statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh 
berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-
jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan 
demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil 
penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) produksi barang dan jasa 
dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu 
tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau 
dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga 
berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 
pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan 
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nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 
berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.
84
 
Mulai tahun 2015 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mula-
mula didasarkan pada harga konstan 2000 diubah dengan harga konstan yang 
didasarkan pada harga-harga pada tahun 2010. Karena menggunakan harga 
konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ketahun semata-mata 
disebabkan oleh perkembangan rill dari kuantum produksi dan sudah tidak 
mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini 
pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.
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Menurut Departemen Statistik ekonomi dan Moneter dari Bank Indonesia 
(2018) definisi PDRB perkapita adalah pendapatan per kapita penduduk suatu 
wilayah yang diperoleh dengan caramembagi total PDRB dengan jumlah 
penduduk di wilayahbersangkutan.PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 
menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto 
(PNB) per satu orang penduduk. Dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 
berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk 
suatu negara. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk 
barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun 
sedang berjalan. Dan harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap 
produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga 
tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai 
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referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang 
lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator 
rinci mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi. Dan dalam penelitian ini 
data publikasi yang digunakan adalah harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
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Berdasarkan uraian diatas, pengertian PDRB per kapita adalah pendapatan 
per kapita penduduk di suatu wilayah yang diperoleh dengan caramembagi total 
PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dimana PDRB per kapita 
didasarkan pada harga atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB per 
kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 
dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Dan PDRB per 
kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata 
ekonomi per kapita penduduk suatu negara. 
2. Metode Perhitungan PDRB perkapita 
Metode perhitungan PDRB per kapitasecara konseptual menggunakan tiga 




a. Pendekatan Produksi 
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah 
dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam 
penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) 
pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan 
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penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) 
konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan 
komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa 
(termasuk jasa-jasa pemerintahan). 
b. Pendekatan Pengeluaran 
Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan 
akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluarankonsumsi rumah tangga dari lembaga 
swasta nirlaba, kemudian yang ke (2)konsumsi pemerintah, (3) 
pembentukan modal tetap domestic regionalbruto, (4) 
perubahan inventoridan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). 
c. Pendekatan Pendapatan 
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balasjasa yang diterima 
oleh faktor-faktor produksi yang ikut sertadalam proses produksi di suatu daerah 
dalam jangka waktutertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud 
adalahupah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya 
sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam 
definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto 
(pajak tak langsung dikurangi subsidi).
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pertumbuhan 
ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan presentase PDB (nasional) 
maupun PDRB (kabupaten/provinsi). PDRB atas dasar harga berlaku dapat 
digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan, PDRB 







atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 
pada suatu periode ke periode. Dalam perhitungannya terdapat tiga pendekatan 
untuk menghitung angka-angka PDRB yaitu dengan pendekatan produksi, 
pendapatan dan pengeluaran. Apabila terjadi kenaikan presentase nilai 
PDB/PDRB maka akan mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi baik 
nasional maupun kabupaten/provinsi. 
3. Manfaat Perhitungan PDRB perkapita 
Manfaat-manfat dari hasil perhitungan PDRB adalah sebagai berikut:
89 
a. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan. 
b. Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang 
telah dilaksanakan. 
c. Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa 
yang akan datang. 
d. Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga. 
e. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah. 
f. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja, 
maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing 
sektor. 
g. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan datang. 
4. Hubungan PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan 
Wilayah 
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Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukan dengan kenaikan dari PDRB per 
kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut labih besar atau lebih kecil 
daripertambahan penduduk.
90
Menurut Todaro, laju pertumbuhanyang tinggi tidak 
selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunyaTodaro 
mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (character of economicgrowth) 
yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor 
mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan 
yangmengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang 
menentukanapakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf 
kehidupan masyarakatmiskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang cepat tidakdengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau 
perbaikan distribusi keuntunganbagi segenap penduduk.
91
 
Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai 
variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang 
menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhanekonomi 
suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan padawilayah 
tersebut, apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhanekonominya 
maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu 
melaksanankanpembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih 
menjadi masalah dalampembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi padasuatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan 
masyarakat sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah menurun. Harapan 
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pertumbuhanekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita 
masyarakat.Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka 
kesejahteraan masyarakatakan tercipta dan ketimpangan wilayah akan berkurang. 
Ada teori yang mengatakan bahwaada trade offantara ketidakmeratan dan 
pembangunan wilayah. Namun kenyataanmembuktikan ketidakmerataan di 
Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekadebelakangan ini ternyata 
berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah, sehingga di 




Secara keseluruhan total PDRB per kapita yang meningkat di suatu 
wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula 
diwilayah tersebut sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan 
menurun. 
5. PDRB Per Kapita Dalam Ekonomi Islam 
Kesejahteraan di suatu wilayah bisa dilihat dari suatu indikator yang 
disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. 
Kesejahteraan di suatu wilayah akan meningkat apabila tingkat pertumbuhan 
ekonomi disuatu wilayah tersebut juga tinggi. PDRB Perkapita atas dasar harga 
konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. 
Banyak ahli ekonomi yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi 
yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas 
aktivitas produksi saja. Selain dari itu, pertumbuhanekonomi merupakan aktivitas 
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menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan 
distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan 




Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat 
dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, 
perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang 
dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaandan minimnya 
sumber-sumber kekayaan. Perspektif Ekonomi Islam menyatakan bahwa hal itu 
sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi 
kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan 
manusia.
94
 Allah SWT  berfirman dalam (QS. Nuh: 10-12): 
 
                          
           
 
Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
-sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,dan membanyakkan harta dan 
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anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan 
(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”95 
 
 
Dijelaskan pula dalam firman Allah (QS. Al-A’raaf :96): 
 
                                   
      
 
Artinya: “Dan Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), Maka Kami siksa 
mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”96 
 
Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 
akan kita dapatkan selama kita istiqomah dalam melakukan istighfar (meminta 
ampunan kepada Allah SWT). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada 
suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk menjauhi segala larangan-
Nya(kemaksiatan) dan menjalani segala apa yang diperintahkan-Nya (ketakwaan 
dan keimanan). Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat 
tidak taat kepada Allah SWT, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas 
kehidupan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus-
menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 
kontribusi bagi kesejahteraan.
97
 Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat 
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dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasiakan sedemikian rupa, 
sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik 
dengan menjadikan orang lain lebih buruk. 
D. Tinjauan Investasi 
1. Definisi Investasi 
Investasi menurut Sadono Sukirno adalah pengeluaran atau pengeluaran 
penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 
perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 
barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
98
 Manurung 
mendefinisikan investasisebagai pengeluaran yang meningkatkan stok barang 
modal (capital stock).
99
Sedangkan menurut Sayekti investasi adalah sebagai 
pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan 
produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang 
modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan 
jasa di masa depan.
100
 
Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan 
proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan 
ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk 
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keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi 
dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah 
maupun swasta. Sedangkan, Investasi yang dimaksudkan disini dapat berbentuk 
investasi swasta, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penananaman 
Modal Luar Negeri (PMA), maupun investasi pemerintah yang disalurkan melalui 
anggaran pembangunan nasional dan daerah.
101
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan 
untuk mengganti, meningkatkan stock dan menambah kemampuan memproduksi 
barang dan jasa. Investasi berasal dari pemerintahmaupun swasta dalam bentuk 
PMDN danPMA, dan dimana investasi disini merupakan salah satu faktor untuk 
mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. 
2. Macam-macam Investasi 
Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman 
Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanamanmodal asing (PMA) 
dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).Penjelasan penanamanmodal asing 
(PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah sebagai berikut: 
a. Penanaman Modal Asing (PMA)  
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modaluntuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yangdilakukan oleh 
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penanam modal asing, baik yang mengguakan modalasing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modaldalam negeri.
102
 
Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan olehpemilik-
pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkansuatu keuntungan 
dari usaha yang dilaksanakan itu.Investasi asing inidapat berupa investasi 
langsung (foreign direct investment) atauinvestasi portofolio yaitu melalui 
pembelian saham perusahaan didalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari 
adanya investasi asing bagikita ialah akan berupa diolahnya sumberdaya alam 
kita, meningkatnyalapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (added 
value),meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya 
alihteknologi.
103
Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa 
alirandividen dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkanke 
negara dari mana modal itu berasal. 
b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  
Investasi dalam negeri biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN). Definisi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
adalah kegiatan menanammodal untuk melakukan usaha di wilayah negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 
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denganmenggunakan modal dalam negeri.
104
 Modal dari dalam negeri ini bisa 
didapat dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. 
Menurut Harjono, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah 
penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan 
masyarakat indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki 
oleh negara maupun swasta nasional atau asing yang berdomisili di Indonesia 
yang disediakan atau disisihkan guna menjalankan usaha yang mendorong 
pembangunan ekonomi pada umumnya.
105
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian PMA adalah 
investasi Asing yang dilakukan olehpemilik-pemilik modal asing di Indonesia 
melalui pembelian saham perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan PMDN 
adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal dengan menggunakan 
modal didalam negeri yaitu Indonesia. Dimana adanya investasi PMA dan 
PMDN bisa mendorong kegiatan pembangunan ekonomi disuatu wilayah 
dengan melakukan pemerataan alokasi investasi sehingga bisa mengurangi 
ketimpangan pembangunan antarwilayah.  
 
 
3. Tujuan Investasi 
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Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tujuan investasi 
(penanaman modal) adalah sebagai berikut:
106
 
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
b. Menciptakan lapangan kerja. 
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. 
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill 
denganmenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun 
dariluar negeri. 
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Jika mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yangmenyatakan 
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak 
bagi manusia, maka negara diwajibkan untukmenjamin ketersediaan pekerjaan 
yang layak bagi masyarakat. Padadasarnya jaminan ketersediaan lapangan 
pekerjaan dapat dilakukan denganmenggulirkan program-program investasi 
yang padat karya yang secaralangsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih 
berpihak padapengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan 
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minim tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya 
diikutidengan menurunnya penganggguran tidak terjadi.
107
 
Dari tujuan-tujuan investasi diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan utama 
investasi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengatasi 
penganguran, kemiskinan, dan cara pemanfaatan yang optimal dalam 
pengelolaan sumberdaya yang ada disuatu wilayah tersebut sehingga 
kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. 
4. Teori-Teori Investasi 
a. Teori Gunnar Myrdal Mengenai Dampak Balik 
Pada pertengahan tahun 1950-an Gunnar Myrdal melontarkan tesis 
keterbelakangan di negara-negara berkembang. Tesis ini dikenal sebagai tesis 
aneka sebab (cumulative causation). Myrdal mengemukakan bahwa hubungan 
ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang belum maju 
telah menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan 
kemiskinan di negara-negara yang belum maju. Faktor utama yang 
menyebabkan ketimpangan ini adalah kemajuan ilmu dan teknologi, kehadiran 
pasaran yang luas dan konsentrasi modal keuangan di negara-negara maju. 
Sebaliknya, rakyat di negara-negara berkembang mempunyai pendapatan per 
kapita yang rendah, tabungan yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, 
tingkat keterampilan yang rendah, kesehatan penduduk yang buruk dan tidak 
berkembangnya industri-industri rakyat akibat rendahnya harga barang-barang 
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manufaktur yang diimpor. Dengan perkataan lain, hubungan ekonomi antara 
negara-negara maju dengan negara miskin menimbulkan efek gelombang surut 
(backwash effect) terhadap negara-negara miskin.
108
 
Menurut Myrdal, upaya untuk memberantas kemiskinan di negara-
negara berkembang harus dilakukan melalui campur tangan pemerintah, 
terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Dalam konteks 
internasional, Myrdal berpendapat bahwa teori keunggulan komparatif yang 
digunakan olehpemikir-pemikir neo-klasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk 
proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan atas industri-
industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan dengan luar negeri. 
Sebagai tambahan terhadap tesis cumulative causation dan backwash effect, 
Myrdal juga mengemukakan pemikirannya mengenai prakondisi-prakondisi 
struktural yang harus dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang dalam 




1) Sebagian besar rakyat di negara berkembang berada dalam situasi 
kekurangan gizi yang parah dan berada dalamkondisi yang menyedihkan 
baik dalam tingkat kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan dan 
sanitasi. Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas dan produksi 
nasional.  
2) Adanya social inequality dalam kehidupan sosial-ekonomi yang 
mengakibatkan social mobility menjadi rendah. Terdapat situasi free 
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competition yang kejam dan mematikan golongan penduduk yang lemah. 
Kondisi ini harus diubah sehingga menimbulkan economic equality agar 
social mobility menjadi lebih lancar dan sifat kompetisi menjadi lebih 
beradab dan wajar.  
3) Adanya struktur sosial yang pincang sehingga alokasi sumber-sumber 
ekonomi yang produktif sangat banyak untuk keperluan memproduksi 
barang-barang konsumsi mewah (conspicious consumption). Sementara 
itu golongan kaya yang menguasai sumber-sumber ekonomi cenderung 
untuk melarikan modal ke luar negeri karena merasa tidak aman di dalam 
negeri. 
Dalam hal ini, Myrdal menganggap perlu dilaksanakan terlebih dahulu 
reformasi sosial untuk mengoreksi kondisi-kondisi tersebut.Myrdal 
berpendapat bahwa pembangunan ekonomimenghasilkan suatu proses, sebab 
menyebab sirkuler yang membuat si kayamendapat keuntungan semakin 
banyak, dan mereka yang tertinggal di belakangmenjadi semakin terhambat. 
Dampak balik (backwash effect) cenderungmembesar dan dampak sebar 
(spread effect) semakin mengecil. Semakinkumulatif kecenderungan ini 
semakin memperburuk ketimpangan internasionaldan menyebabkan 
ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.
110
 
Myrdal mendefinisikan dampak balik (backwash effect)sebagai semua 
perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomidisuatu tempat, 
karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdalmemasukkan 
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dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan sertakeseluruhan 
dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antarafaktor-faktor 
baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (spread effect)menujuk 
pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal daripusat 
pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab 
utamaketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik 
danlemahnya dampak sebar di negara terbelakang.
111 
Berdasarkan penjelasan teori Myrdal diatas,ketimpangan pembangunan 
bisa terjadi adanya faktor utama yaitu dampak balik dari wilayah-wilayah yang 
memonopoli keadaan pasar sehingga investasi terjadi pada wilayah yang 
kondisi ekonomi sudah baik sehingga alokasi investasi tidak merata dan hanya 
dinikmati beberapa wilayah. Monopoli tersebut dilakukan karena motif untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil investasi yang dilakukan. 
Dalam hal iniperan pemerintah sangat penting untuk mengendalikan keadaan 
pasar sehingga alokasi investasi bisa berjalan dengan baik dan investasi bisa 
terdistribusi secara merata sehingga akanmengurangi ketimpangan 
pembangunan antarwilayah. 
b. Teori Harrod-Domar  
Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F.Harrod 
(1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Diantara 
mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan 
hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama 
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dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana 
Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-
Domar melihatnya dalam jangka pannjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-
Domar didasarkan pada asumsi:
112 
1) Perekonomian bersifat tertutup. 
2) Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan. 
3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale). 
4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan 
tingkat pertumbuhan penduduk. 
Teori ini Harrod-Domarmengemukakan bahwa model pertumbuhan 
ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitik beratkan 
pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan 
ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, secara sederhana 
menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (ΔY/Y) ditentukan oleh rasio 
tabungan nasional neto, s, dan rasio modal output nasional, e secara bersama. 
Secara lebis spesifik, teori menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur 
tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara 
langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan (yaitu, semakin 
besar bagian PDRB perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, 
semakin besar pula pertumbuhan PDRB) dan berbanding terbalik atau negatif 
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berkaitan dengan rasio modal output perekonomian (yakni, semakin tinggi c, 
semakin rendah pula pertumbuhan PDRB).
113
 
Todaro mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen pertumbuhan 
ekonomi yang paling penting yaitu: 
a) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan 
fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, 
pendidikan, dan keterampilan kerja. 
b) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan 
c) Kemajuan teknologi. 
Akumulasi modal (capital accumulation) akan terjadi jika sebagian 
tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk 
meningkatkan output dan pendapatan di masa depan.
114 
Berdasarkan penjelasan diatasdapat disimpulkan bahwa persyaratan utama 
pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah adanya akumulasi 
modal.Akumulasi modal yang dimaksudkan disini yaitu semua keseluruhan 
yang termasuk dalam bentuk tanah (lahan), peralatan fisik, sumber daya 
manusia maupun teknologi yang ditabung atau di investasikan untuk 
memperbesar suatu peningkatan pada PDRB diwilayah tersebut danpendapatan 
masyarakat dikemudian hari. Investasi merupakan salah satu penentu 
lajupertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan 
output, dalam hal ini juga secara otomatis akan meningkatkan input sehingga 
lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Adanya 
                                                             
113
Ibid, h. 50. 
114





kesejahteraan kegiatan produksi yang meningkat seperti meningkatnya 
lapangan pekerjaan disuatu wilayah maka akan mengurangi ketimpangan 
pembangunan antarwilayah. 
c. ModelInterregional Income 
 Perluasan dari Model Basis Ekspor dapat dilakukan dengan 
memasukkanunsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal sebagai 
InterregionalIncome Model yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson 
(1978). Berbeda dnegan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor 
sebagai exogenous variable, maka dalam model Interregional ini, ekspor 
diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah 
bersangkutan endogenous variable yang fluktuasinya ditentukan oleh 
perkembangan kegiatan perdagangan antarwilayah.
115
 
Selanjutnya, kegiatan perdagangan antardaerah tersebut dibagi atas barang 
konsumsi dan barang modal. Disamping itu,agar analisis menjadi lebih realistis, 
maka pada model antarregion ini memasukan pula unsur pemerintah yang 
ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerahserta 
kegiatan investasi sesuai dengan prinsip teori ekonomi Keynes. Menurut 
modelinterregional income,pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah 
diperoleh dari penambahan konsumsi dan investasi dan pengurangan jumlah 
ekspor dikurangi dengan impor.
116
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
disuatu wilayah dikatakan meningkat jika adanya keseimbangan antara 
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penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Selain 
itu juga adanya investasi yang disalurkan melalui kegiatan perdagangan 
antarwilayah yaitu ekspor dan imporsehingga diharapkan kondisi perekonomian 
di wilayah tersebut menjadi lebih baik. 
d. Hubungan Investasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Investasi berhubungan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi 
suatuwilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang 
masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan 
berakhir padapeningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin 




Menurut Myrdalinvestasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di 
daerah-daerahyang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan 
mendorong naiknyainvestasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan 
akan investasi rendah karenapendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu 
Investasi khususnya investasi swastalebih banyak ditentukan oleh kekuatan 
pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperanbanyak dalam menarik investasi 
swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasiyang dimiliki oleh suatu 
daerah.
118
Perbedaan inilah yang akanmenyebabkan ketimpangan antar wilayah 
menjadi semakin lebar. 
e. Investasi Dalam Ekonomi Islam 
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Konsep investasi dalam ajaran Islam tidak hanya sebagai ilmu 
pengetahuan tapi juga bernuansa spriritual karena menggunakan norma syariah, 
sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya 
investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Konsep investasi syariah 
diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan 
ekonomi yang kuat juga menganjurkan untuk berinvestasi dengan 
mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun 
aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan 
kapasitas: 
1) Memiliki akidah yang benar, 
2) Ibadah dengan cara yang benar, 
3) Memiliki akhlak yang mulia, 
4) Intelektualitas yang memadai, 
5) Mampu untuk bekerja atau mandiri, 
6) Disiplin atas waktu, 
7) Bermanfaat bagi oranglain.119 
Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 
dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih 
produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, 
investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun akhirat. 
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah : 261) : 
                          
          
 
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha mengetahui.”120 
 
Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak 
secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termasuk menyampaikan 
tentang betapa beruntungnya orang yang menginfaqkan hartanya dijalan Allah. 
Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi 
kehidupan kita didunia. Bayangkan jika banyak orang yang melakukan infaq 
maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang 
miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.
121
 
Dalam melakukan investasi menurut Metwally dalam Khairina Tambunan, 
seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu memegang 
kekayaannya dalam bentuk uang kas (midle cash), memegang tabungannya 
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dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito, real estate, permata atau 




Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan 
fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya 
karena investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, 
hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Islam melarang 
pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, 
industri, dan lainnya) walaupun pinjaman-pinjaman ini dilakukan untuk teman, 
perusahaan swasta maupun publik, pemerintahan atau entitas lainnya.
123
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menginvestasikan 
tabungan yang kita miliki dengan jalan infaq sebagai bentuk ibadah untuk 
mencari ridha Allah SWT sangat membantu oranglain yang membutuhkan 
sekaligus juga sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian yaitu 
pembangunan ekonomi. 
E. Tinjauan Aglomerasi 
Pembahasan tentang aglomerasi berkaitan erat dengan industri. Dimana 
aglomerasi merupakan istilah bagi terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian 
(industri-industri) dalam suatu wilayah. 
1. Definisi Industri 
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Industri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 
2014 tentang perindustrian. Sedangkan definisi industri adalah seluruh bentuk 
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 
daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 
atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
124
 
Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur 
(manufacthuring). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, industri berarti 
kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 
peralatan, misalnya mesin.125 Sedangkan dari sudut pandang teori ekonomi 
mikro Hasibuan mendefinisikan industri sebagai kumpulan perusahaan-
perusahan yang menghasilkan barang-barang homogeny atau barang-barang 
yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, 
dasi sisi pembentukan pendapat secara makro, industri diartikan sebagai 
kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.126 Proses industri harus 
dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari sederet 
siklus yang diawali dengan adanya ide-ide untuk menhasilkan produk, 
pengembangan produk, proses produksi sampai pada distribusi kepada 
konsumen.
127
 Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses 
produksi. Kegiatan proses produksi dalam industri inilah disebut 
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perindustrian.Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenga kerja, 
industri tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:
128
 
a. Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. 
b. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. 
c. Industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang. 
d. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja kerjanya ≥ 100 orang. 
Dari pengertian diatas dapat dipahami pengertian industri adalah 
keseluruhan kegiatan ekonomi yang mengolah sumberdaya industri untuk 
menghasilkan suatu produk yang bernilai jual sehingga bisa meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Penggolongan industri menurut jumlah tenaga kerja 
disuatu wilayah dikategorikan menjadi bebrapa kelompok yaitu industri rumah 
tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar. 
2. Definisi Aglomerasi 
Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat 
daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada 
puladaerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah. Perbedaan daerah 
dilihat daripendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada 
munculnyaaglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu 
daerah saja dantidak terjadi persebaran yang merata.Menurut Montgomery, 
mendefinisikan aglomerasisebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di 
kawasan perkotaan karenapenghematan akibat lokasi yang berdekatan 
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(economies of proximity) yangdiasosiasikan dengan kluster spasial dari 
perusahaan, para pekerja, dan konsumenuntuk meminimisasi biaya-biaya 
seperti biaya transportasi, informasi, dankomunikasi.
129
 
Menurut Robinson Tarigan, keuntungan berlokasi pada 
tempatkonsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi 
(economic ofscale) daneconomic of agglomeration. Economic of scaleadalah 
keuntungan karenadapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga 
produksi lebih besar dan biayaper unit lebih efisien. Sedangkan economic of 
agglomerationialah keuntungan karenadi tempat itu terdapat berbagai 
keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan olehn perusahaan.Konsentrasi 
kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderungmendorong 
meningkatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah sebab 
prosespembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi 
kegiatanekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi 
rendah prosespembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, 
ketidakmerataaninimenimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
130
 
Analisis aglomerasi industri menggunakan Indeks Balassa yaitu semakin 
tinggi nilai indeks balassa menunjukkan aglomerasi yang sangat kuat. 
Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata-rata atau 
sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, 
sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah 
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tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya 
aglomerasi.
131
Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu:
132
 
a. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi 
terhadap jumlah penduduk tersebut. 
b. Menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi 
PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi. 
c. Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di 
kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industry dalam suatu 
provinsi. 
Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep aglomerasi produksi yaitu 
menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi, dengan 
rumus yang digunakan sebagai berikut: 
   
      





Ag: Aglomerasi produksi 
PDRBi: PDRB Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota i 
PDRBtot: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi i 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian aglomerasi adalah 
pemusatan kegiatan perekonomian (industri-industri) dalam suatu 
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wilayah.Dimana konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah yang cukup tinggi 
akan cenderungmendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan 
antarwilayah hal ini disebabkan sebab karena prosespembangunan wilayah 
akan lebih cepat pada wilayah-wilayah yang konsentrasi kegiatanekonomi yang 
lebih tinggi. 
3. Teori-Teori Aglomerasi 
a. Teori Neo Klasik 
Sumbangan terbesar dari teori neo klasik adalah pengenalan terhadap 
ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari 
prilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa 
ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan oleh teori 
neo klasik adalah constant return to scale dan persaingan sempurna.Alferd 
Weber dikenal sebagai pendiri teori lokasi modern yang berkenaan dengan 
tempat, lokasi dan geografi dari kegiatan ekonomi. Minimisasi biaya yang 
dikombinasikan dengan bobot input-input yang berbeda dari perusahaan dan 
industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan. Weber secara 
eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, 
dan keterkaitan ke depan dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar 
berkembangnya teori perdagangan regional baru.
134 
Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, mengasumsikan adanya 
persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripental aglomerasi disebut 
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sebagai ekonomi eksternal murni. Kekuatan sentripental muncul dari 
kebutuhan untuk pulang-pergi (commute) ke pusatbisnis utama dalam masing-
masing kota yang menyebabkan suatu gradien sewa tanah dalam masing-
masing kota. Menurut Krugman (1998), keterbatasan teori neo klasik 
diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya 
aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (blackbox). Disamping itu sistem 
perkotaan neo klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah 
dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya.
135
 
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa aglomerasi bisa terjadi 
disuatu wilayah dikarena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki motif 
untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi yaitu keuntungan 
lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. Keuntungan lokalisasi itu didapat dalam 
bentuk keseluruhan biaya produksi yang timbul akibat berlokasi secara 
terkonsentrasi dengan wilayah terkait lainnya dalam sebuah pusat 
pertumbuhan. Sedangkan keuntungan urbanisasi yaitu didapat dari keuntungan 
penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersamaan yang 
bisa menunjung kegiatan ekonomi diwilayah tersebut.  
b. Teori Eksternalitas  
 Teori-teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis 
memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting 
bagi suatu wilayah. Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang 
dikemukakan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-







teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota 
dan mengapa kota tumbuh.
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Eksternalitas Marshall-Arrow-Romer (MAR)menekankan pada transfer 
pengetahuan antarperusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli 
lokal merupakan hal yang lebih dibandingkan dengan kompetisi lokal sebab 
lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan diinternalisasi oleh 
innovator. Seperti halnya MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer 
pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong 
pertumbuhan. Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi 
lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Tidak seperti MAR dan 
Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting adalah 
berasal dari industri-industri inti. Variasi dan keberagaman industri yang 
berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan 
dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis.
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Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan 
antarperusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. 
Informasidiperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada 
persaingan dalammemperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan 
manfaat bagimasing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa 
masing-masingperusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, 
manfaat interaksimeningkat seiring dengan jumlah perusahaan.Karena interaksi 
ini informal,perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya 
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jarak. Hal inimemberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat 
dengan perusahaanlain sehingga menghasilkan aglomerasi.
138
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwadalam aglomerasi 
pengetahuan teknologi disuatu wilayah berperan penting dalam mendorong 
terciptanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sektor-sektor industri. 
Dengan adanya teknologi maka masyarakat lebih kreatif dalam melakukan 
inovasi pada usaha kegiatan ekonominya. Namun hal itu terkadang terhambat 
adanya monopoli lokal dibandingkan persaingan dalam lokal. 
c. Teori Ekonomi Geografi Baru (The New Economic Geography) 
Teori ekonomi geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-
efekaglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan 
increasingreturndari perusahaan.Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak di 
asumsikantetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat 
perusahaan, biayatransportasi dan mobilitas faktor produksi.Teori ekonomi 
geografi baru menekankan pada adanya mekanismekausalitas sirkular untuk 
menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi(Krugman dan Venables 
dalam Martin & Ottavianno: 2001).Dalam modeltersebut kekuatan sentripetal 
berasal dari adanya variasi konsumsi atauberagamnya intermediate goodpada 
sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasaldari tekanan yang dimiliki oleh 
konsentrasi geografis dari pasar input lokal yangmenawarkan harga lebih tinggi 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa aglomerasi bisa terjadi 
pada suatu wilayah yang disebabkan oleh hasil produksi yang meningkat, 
adanya sektor ekonomi yang tinggi dan persaingan pasar tidak sempurna. 
Dimana ketiga faktor tersebut dianggap berperan penting dibandingkan pada 
pengaruh faktor hasil skala produksi yang konstan, persaingan pasar sempurna, 
dan keunggulan komperatif dalam perdagangan dan distribusi pada kegiatan 
perekonomian. 
4. Keuntungan Aglomerasi 
Keuntungan aglomerasi pada dasarnya merupakan kekuatan utama 
dari sebuah pusat pertumbuhan. Alasannya adalah karena aglomerasi dapat 
memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau 
peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat 
tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bilamana keuntungan aglomerasi 
yang dapat dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan cukup besar, maka pusat 
tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya pusat 
tersebut akan sulit berkembang bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat 
dihasilkan sangat terbatas atau tidak sama sekali.
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Keuntungan aglomerasi baru dapat muncul bila terdapat keterkaitan 
yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik 
dalam bentuk keterkaitan dengan input atau keterkaitan dengan output. Dengan 
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adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan 
eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya 
produksi, ongkos angkut bahan baku dan hasil produksi dan penghematan 
biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. 
Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus 
dikeluarkan oleh para pengusaha, sehingga daya saingnya menjadi semakin 
meningkat. Penurunan biaya inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya 
peningkatan efisiensi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada dalam 
kawasan pusat pertumbuhan ekonomi tersebut.Menurut Isard, keuntungan 
aglomerasi meliputi tiga unsur utama, yaitu:
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a. Keuntungan skala besar, merupakan keuntungan yang diperoleh dalam 
bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit, karena produksi 
dilakukan dalam skala besar. Karena perusahaan berlokasi dalam suatu 
pusat pertumbuhan dimana didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang 
saking terkait satu sama lainnya baik dari segi input maupun output. Yang 
kemudian akan menimbulkan daya tarik bagi investor untuk datang dan 
mengembangkan kegiatan produksi dalam pertumbuhan ekonomi. 
b. Keuntungan lokalisasi, adalah keuntungan dalam bentuk penghematan 
ongkos angkut, baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang timbul 
karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan dalam sebuah 
pusat pertumbuhan. Keuntungan eksternal ini selanjutnya akan menjadi 
faktor pendorong pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya 
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tarik yang cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam 
pusat pertumbuhan ekonomi. 
c. Keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena penggunaan 
fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama seperti: listrik, 
pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang 
kegiatan operasi perusahaan. Alasan utamanya adalah karena penggunaan 




 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keuntungan aglomerasi adalah 
terpusatnya kekuatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu 
wilyahtertentu saja. Dimana aglomerasi bisa terjadi apabila terdapatnya 
keterkaitan kegiatan ekonomi baik keterkaitan input maupun output. Unsur-
unsur dalam aglomerasi yaitu adanya keuntungan skala besar, keuntungan 
lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. 
5. Hubungan Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Menurut Sjafrizal, mengemukakan terjadinya konsentrasi kegiatan 
ekonomi yangcukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi 
ketimpanganpembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin 
dalam kegiatanaglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cendeung lebih 
cepat pada daerahdimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup 
besar. Kondisi tersebutselanjutnya akan mendorong proses pembangunan 
daerah melalui peningkatanpenyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan 
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masyarakat. Demikian pulasebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi 
pada suatu daerah relatif rendahyang selanjutnya juga mendorong terjadi 
pengangguran dan rendahnya tingkatpendapatan masyarakat.
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Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan 
antarperusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. 
Informasidiperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada 
persaingan dalammemperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan 
manfaat bagimasing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa 
masing-masingperusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, 
manfaat interaksimeningkat seiring dengan jumlah perusahaan.Karena interaksi 
ini informal,perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya 
jarak. Hal inimemberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat 
dengan perusahaanlain sehingga menghasilkan aglomerasi.
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Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya 
sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak 
bumi, gas,batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas 
transportasi, baikdarat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi 
ekonomi. Ketiga,kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi 
karena kegiatanekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya 
manusia tersedia dengankualitas yang lebih baik. Pada penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Jaime Bonet, dimanaBonet menganalisis pengaruh 
variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpanganpendapatan regional. Hasil 
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penelitian Bonet menunjukan bahwa antara aglomerasiproduksi dan 
ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dansignifikan pada 
α= 1%. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi produksimaka akan 
meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.
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Berdasarkan uraian diatas hubungan aglomerasi terhadap ketimpangan 
pembangunan yaitu apabila konsentrasikegiatan ekonomi hanya terjadi pada 
wilayah tertentu saja sehingga daerah lain akan menjadi daerah yang 
terbelakang dan hal inilah yang menyebabkan ketimpangan wilayah semakin 
tinggi. Dan adanya pengetahuan teknologi disuatu wilayah dalam aglomerasi 
berperan penting untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi pada sektor-sektor industri. Penyebab aglomerasi itu sendiri yaitu 
perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah dan kondisi 
geografis. 
6. Aglomerasi Dalam Ekonomi Islam 
Manusia adalah khalifah dimuka bumi, Islam memandang bahwa bumi 
dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada khalifah agar 
dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai 
tujuan suci ini., Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. 
Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutukan manusia baik aqidah, 
akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam berekonomi, manusia diperintahkan 
oleh Allah SWT agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa 
maslahah baik untuk dirinya maupun oranglain. Didalam industri, proses 
                                                             





produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang 
menciptakan manfaat (Untility) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan 
datang. Sedangkan tujuan dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa 
yang memberikan mashlahah maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut 
dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:
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a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat 
Hal tersebut akan menimbulkan setidaknya dua implikasi, pertama 
produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 
(needs) meskipun belum tentu merupakan keinginan (want) konsumen. 
Kedua kuantitas produksi tidaka akan berlebihan, tetapi hanya sebatas 
kebutuhan yang wajar. Produksi yang berlebihan bukan hanya menimbulkan 
alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran (wastage), tetapi juga 
menyebabkan terkuras sumber daya ekonomi secara cepat.
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Menurut Mannan proses produksi usaha kerjasama antara para anggota 
masyarakat untuk menghasilkan barang dan jaa bagi kesejahteraan ekonomi 
mereka. Nilai persaudaraan jika diaplikasikan kedalam lingkungan ekonomi, 
akan melahirkan lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih 
luas atau “sosialisasi sarana produksi” bukan konsentrasi maupun eksploitrasi 
sumber daya alam dan manusia lebih lanjut.
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Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah:22) : 
                            
          
 
Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 
langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, 
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 
sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan 
sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”149 
 
Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang 
telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat 
melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi untuk dapat 
diolah bagi kemaslahatan bersama.
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1) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya 
2) Menyiapkan persediaan barang atau jasa dimasa depan 
3) Pemenuhan sarana bagi kegiatan ekonomi sosial dan ibadah kepada Allah  
Nilai universal lain dari ekonomi Islam tentang produksi adalah perintah 
untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan 
memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan 
tidak mendzalimi pihak lain dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.
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Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami secara keseluruhan bahwa 
pengelolaan sumber daya alam itu menjadi tanggungjawab kita sebagia 
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mahluk ciptaan Allah SWT yang ditunjuk sebagi khalifah (pemimpin) 
dimuka bumi. Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa menjadi modal 
produksi dalam kegiatan perekonomian disuatu wilayah serta dalam 
pengelolaan sumber daya alam harus terciptanya kemaslahan (kesejahteraan) 
bagi masyarakat. 
F. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain.Penelitian terdahulu berfungsi sebagi acuan penelitian ini 
karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya.
152 
Dari penelitian terdahulu dibawah ini mempunyai persamaan dalam metode 
penelitianyaitu metode kuantitatif, sama-sama membahas tentang Ketimpangan 
PembangunanEkonomi dengan obyek penelitian berbeda. Dan terdapat perbedaan 
yaitu penelitianterdahulu menggunakan ekonomi konvensional sedangkan penulis 
dalam perspektif Ekonomi Islam dan menggunakan variabel yang berbeda. 
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui seberapa besar ketimpangan 
pembangunan ekonomi diProvinsi Lampung Tahun 2013-2017 serta seberapa 
besar pula pengaruh faktor-faktor dalam ketimpangan pembangunan yaitu PDRB 
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Ekonomi di Provinsi 
Jawa Tengah tahun 
1981-2005 
Kuantitatif Ketimpangan pembangunan 
ekonomi antar daerah di Provinsi 
Jawa Tengah dihitung 
menggunakan indeks Williamson 
selama periode 1981-2005 
menunjukkanketimpangan 
semakin melebar. Nilai investasi 
swasta perkapita, rasio angkatan 
kerja dan alokasi bantuan 
pembangunan daerah perkapita 
berpengaruh terhadap 
ketimpangan pembangunan 
perkapita ekonomi di Provinsi 
Jawa Tengah baik secara parsial 
maupun simultan. Peningkatan 
nilai investasiswasta yang 
berartipeningkatan kegiatan 
penanaman modal akan 
mengakibatkan kegiatan ekonomi 















Dengan Investasi di 
Provinsi Jambi tahun 
2002 – 2014 
Kuantitatif Hasil penelitiannya berdasarkan 
Indeks Williamson,diketahui 
Provinsi Jambi pemerataan 
pembangunan berada antara 0,341 
– 0,566,dan ketimpangan di Jambi 
tergolong menegah. Berdasarkan 
hasil uji korelasiPerson 
menunjukkan hubungun yang 
cukup lemah antara variabel 
disparitas denganPMDN, dengan 
arah positif, peningkatan PMA 
menyebabkan peningkatan 
disparitaspembangunan ekonomi 
di Provinsi Jambi, berdasarkan 
nilai signifikansi hasilnyatidak ada 






Pulau Jawa tahun 
2009- 2013. 
Kuantitatif Hasil Studi penelitian menemukan 
bahwa berdasarkan hasil estimasi 
regresi data panel secara parsial 
mengindikasikan adanya 





yaitu peningkatan aglomerasi 
industri mampu memperbaiki 
ketimpangan regional di pulau 
Jawa (spred effect). Bentuk spred 
effect salah satunya adalah migrasi 
penduduk ke Kota-Kota besar 
(urbanisasi) dapat mengabsorsikan 
tenaga kerja yang terampil dan 














Kuantitatif Penelitiannya menemukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi di di 
wilayah Sumatera cenderung 
mengalami penurunan, sedangkan 
ketimpangan pembangunan 
berkisar antara IW 0,406-0,0,446. 
Tingkat ketimpangan tertinggi 
terjadi pada tahun 2012 di Provinsi 
Sumatera Selatan sebesar 0,876 
dan terendah terjadi tahun 2014 di 
Provinsi lampung dengan angka 
0,103. Dan hasil regresi data panel 





investasi, belanja pemerintah, 
aglomerasi, dan tenaga kerja 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Demikian, 
secara parsial investasi, belanja 
pemerintah, aglomerasi, dan 







Di Provinsi Sumatera 
UtaraTahun 1990 – 
2013 
Kuantitatif Hasil penelitian menggunakan 
pendekatanPDRB per kapita relatif 
tingkat ketimpangan di Provinsi 
Sumatera Utara selama1990-2013 
masih rendah. Sedangkan 
Hipotesis Kuznets belumberbentuk 
“U” terbalik pada wilayah 
ini.Berdasarkan hasil regresi, 
variabel PDRB per kapita, 
investasi danaglomerasi 
berpengaruh negative dan 
signifikan, variabel dummy 
desentralisasi fiskal berpengaruh 
positif dan signifikan berpengaruh 






G. Kerangka Penelitian 
Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di 
negara sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satunyaterdapat di wilayah 
Provinsi Lampung.Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk 
meningkatkankesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu 
cara untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan 
pertumbuhanekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukan dengan 
meningkatkanPDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Harapan 
pertumbuhanekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita 
masyarakat.Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan 
terciptamasyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang 
masihmenjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah 
pembangunan wilayah di 
Sumatera Utara. Nilai Fhitung, 
disimpulkan bahwa keempat 
variabel independen yaitu PDRB 
perkapita, investasi, aglomerasi, 
dan dummy desentralisasi fiskal 
secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap tingkat ketimpangan 






pendapatan perkapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan 
masyarakat. 
Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi 
suatudaerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi 
khususnyainvestasi swasta untuk masuk. Dalam teori Myrdal ketimpangan 
regional erat kaitannya dengan siatem kapitalis yangmementingkan motif laba. 
Dimana wilayah yang memiliki harapan laba tinggi akanlebih berkembang pesat 
karena mendorong banyaknya investasi yang masuk. Hal ini secara tidak langsung 
merugikan wilayah-wilayah terbelakang. Perbedaan yangterjadi ini akan semakin 
memperlebar ketimpangan antar wilayah.
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Konsentrasi kegiatan ekonomi berupa aglomerasi belakangan ini banyak 
diterapkan oleh wilayah-wilayah termasuk Provinsi Lampung. Adanya aglomerasi 
diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga akan memaksimalkan 
keuntungan yang didapat. Akan tetapi aglomerasi memiliki dampak yang kurang 
baikbagi ketimpangan wilayah. Dimana wilayah yang memiliki tingkat 




Dalam sudut pandang Ekonomi Islam ketimpangan pembangunan yang 
terjadipada suatu daerah dapat terjadi karena distribusi yang tidak seimbang, 
pemerataanpembangunan dan tingkat pertumbuhan tinggi tidak di imbangi dengan 
pengalokasiantenaga kerja hal tersebut dapat berimbas pada kemiskinan suatu 
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daerah dan terjadinyakesenjangan pada daerah tersebut.
155
Berdasarkan uraian dari 
kerangka pemikiran maka hubungan antara variabelindependen (bebas) dengan 
variabel (terikat) dapat ditetapkan bahwa Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
merupakan variabel (Y), dan PDRB per kapita sebagai variabel (X1), Investasi 
(PMA dan PMDN) sebagai variabel (X2), dan Aglomerasi sebagai variabel (X3). 
Dalam hal ini variabel PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi yang akan di 
uji apakah berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 
menggunakan regresi berganda. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori 
mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat 
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Hipotesis adalah suatu dugaan jawaban yang paling memungkinkan 
walaupunmasih harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban sementara 
ini padaprinsipnya bermanfaat membantu mahasiswa agar proses penelitiannya 
lebih terarah.Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.
156
 Berdasarkan 
tujuan penelitian ini,maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2013-2017 Secara Parsial. 
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Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu 
wilayah oleh pemerintah dimana bertujuan untuk membawa pertumbuhan 
ekonomi disuatu wilayah tersebut menjadi meningkat lebih baik dari sebelumnya. 
Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan yang 
dicapai pada wilayah tersebut. 
Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai 
variabel independen adalah PDRB per kapita yang meunjukan tingkat 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhanekonomi suatu wilayah dapat 
mencerminkan keberhasilan pembangunan padawilayah tersebut, apabila suatu 
wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhanekonominya maka wilayah tersebut 
dapat dikatakan sudah mampu melaksanankanpembangunan ekonomi dengan 
baik.
157
Akan tetapi masalah utama dalam pembangunan ekonomi adalah 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terdistribusi secara merata yang 
menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro Hartono 
dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 1981-2005”. Hasil dalam penelitiannya menemukan bahwa 
analisishasil regresi secara parsialalokasi bantuan pembangunan daerah perkapita 
berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan 
Wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
158
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Mengikuti teori Myrdal, teori ini mengemukakan bahwa ketidakmerataan 
pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan wilayah disebabkan karena 
adanya dampak balik (backwash effect).Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya adalah investasi.
159
 
Seperti penelitian yang dilakukan oleh  Nurhayani, Siti Hodijah, dan Adi Bhakti 
yang berjudul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi danHubungannya 
Dengan Investasi di Provinsi Jambi tahun 2002-2014”. Hasil yang diperoleh 
dalam penelitiannya adalah hasil uji korelasisecara parsial menunjukkan 
hubungun yang cukup lemah antara variabel disparitas denganPMDN, dengan 
adanya arah positif, peningkatan PMA menyebabkan peningkatan 
disparitaspembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, namun, berdasarkan nilai 




Selanjutnya, kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi juga akan 
mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam teori Neo 
Klasik mengatakan aglomerasi terjadi akibat munculnya para pelaku-pelaku 
ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan 
ekonomi urbanisasi.
161
Penelitian yang dilakukan oleh Liolyta Damayanti yang 
berjudul “Analisis Dampak Aglomerasi terhadap Ketimpangan regional Pulau 
Jawa tahun 2009-2013”. Hasil Studi penelitian menemukan bahwa secara parsial 
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mengindikasikan adanya peningkatan aglomerasi industri yang berpengaruh 




Sehingga dari penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas tentang 
hubungan antara PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara masing-
masing (parsial) terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, 
maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Ho1: PDRB Perkapita, Investasi, dan Aglomerasitidak berpengaruh signifikan 
terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial. 
b. H1: PDRB Perkapita, Investasi, dan Aglomerasi berpengaruh signifikan 
terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara parsial. 
2. Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2013-2017 Secara Simultan. 
Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh 
perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang 
terdapat pada masing-masing wilayah, ekonomi kosentrasi kegiatan wilayah, 
alokasi dana pembangunan antarwilayah, sehingga kemampuan suatu daerah 
dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan 
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daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju 
(developregion) dan wilayah terbelakang (underdeveloped region).
163
 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dorcas Andini, Erfit, 
dan Edi Bhaktiar, yang berjudul “Analisis dan Pertumbuhan Ekonomi dan 
Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera tahun 2011-2015”. Hasil 
penelitiannya menemukan, berdasarkan hasil regresi data panel diketahui secara 
simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh 
terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera.
164
 
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ferry Kurniawan Lubis dengan judul, 
“Analisis Ketimpangan PembangunanWilayah di Provinsi Sumatera Utaratahun 
1990-2013”.Hasil penelitiannya juga menjelaskan variabel PDRB per kapita, 
aglomerasi, investasi, dan dummy desentralisasifiskal secara simultan 




Berdasarkan dari penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas tentang 
hubungan antara PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara bersama-sama 
(simultan) terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, maka 
dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Ho2: PDRB PerKapita, Investasi, dan Aglomerasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan. 
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b. H2: PDRB PerKapita, Investasi, dan Aglomerasi berpengaruh signifikan 
terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 secara simultan. 
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 
Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017. 
Pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam menurut Ibnu 
Khaldun didasarkan atas dasar beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek 
pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel 
lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), 
Keadilan (j) sehingga bisa terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat antar 
wilayah yang satu dengan yang lainnya dan dengan adanya kesejateraan 




Sedangkan menurut teori Yusuf Al-Qardhawi adanya pendistribusian yang 
baik adil dan merata di masyarakat dengan jalan secara syariah yaitu zakat, 
sadaqaah, hibah,wasiat dan sebagainya, akan mengurangi tingkat ketimpangan 
ekonomi di masyarakat maupun dalam cangkupan antar wilayah.
167
 
Berdasarkan dari penjelasan teori di atas tentang pandangan Ekonomi Islam 
ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, maka dapat disimpulkan 
hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
                                                             
166
 Omy Firliany Hanafiah, Pengaruh Variabel-Variabel...., h. 45. 
167





a. Ho3: Pandangan Ekonomi Islam tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung Tahun 2013-2017. 
b. H3: Pandangan Ekonomi Islam berpengaruh terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 











A. Metode Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunanan tertentu.
168
 Adapun jenis dan sifat penelitian 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 
Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun 
laporan hasil penelitian terdahulu mengenai ketimpangan pembangunan 
ekonomi wilayah.
169
 Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara 
kuantitatif, data kuantitatif adalah informasi yang dinyatakan berupa satuan 
angka (numerik), bersifat diskrit (utuh) atau kontinyu (pecahan/interval).
170
 
Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Lampung periode 2013-2017, yang terdiri dari data PDRB per kapita, 
Investasi, Aglomerasi, dan ketimpangan Pembangunan ekonomi wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Menggunakan metode data panel yaitu 
penggabungan data time series selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 
2013-2017 dengan data cross section yaitu 15 kabupaten/kota di Provinsi 
lampung. 
b. Sifat Penelitian 
 Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yangbertujuan 
untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat 
upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, danmenginterprestasikan kondisi-
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
171
Karena dalam penelitian ini 
                                                             
169










memberikan gambaran tentang pengaruh dari PDRB per kapita, Investasi, dan 
Aglomerasi, terhadaptentang Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di 
Provinsi Lampung. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat 
siap pakai.
172
 Data sekunder disini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 
lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 
Adapun data sekunder yang dibutuhkandalam penelitian ini adalah: 
1. Data PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan 
usaha tahun 2013-2017. 
2. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 
2013-2017. 
3. Data Indeks Ketimpangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. 
4. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung tahun 
2008-2012. 
5. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan 
usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
6. Data Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-
2017. 
7. Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung tahun 2013-2017. 







8. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 
1. Dokumentasi  
 Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun ecara 
selektif bahan-bahan yang dipergunakan didalam kerangka atau landasan teori, 
dan penyusunan hipotesis secara tajam.
173
Dokumentasi yaitu pengumpulan 
data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang 
berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku-
buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini data 
dokumen yang di dapat penulis yaitu data-data ketimpangan pembangunan 
ekonomi antarwilayah di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Provinsi yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung periode 2013-2017 
dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung. 
2.  Studi Pustaka 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan 
dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat 
sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, 
kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. 
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Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan 
dengan cara membaca, menelaah danmencatat bahan dari berbagai literatur 
yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang 
penggunaan teori-teori yang ada untuk menganalisis data.
174
 
D. Populasi Dan Sampel 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyekyang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan olehpeneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
175
Populasiyang diambil dalam 
penelitian ini adalah seluruh laporan data PDRB per kapita, investasi, aglomerasi 
dan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
yang digunakan untuk penelitian.
176
Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 
lima tahun yaitu dari tahun 2013-2017. 
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 
Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau 
kriteria-kriteria tertentu.
177
Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini 
adalah data yang diterbitkan dari BPS Provinsi Lampung Periode 2013-2017. 
E. Definisi Operasional Variabel 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objekpenelitian, 
sedangkan operasional variabel adalah penjelasan mengenaicara-cara tertentu 
                                                             
174
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 
(Yogyakarta:PustakaBuana Press, 2015), h. 157. 
175
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...., h. 174. 
176







yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur(mengoperasionalkan) construct 
menjadi variabel penelitian yang dapatdituju. Sehingga memungkinkan peneliti 
yang lain untuk melakukanreflikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang 
sama, atau mencobamengembangkan cara pengukuran construct yang lebih 
baik.
178
Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel 
terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). 
1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 
 Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 
besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut dilihat dari 
ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya atau berubahnya 
variasi yang tampak akibat perubahan dari variabel lain.
179
 Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y) 
Ketimpangan pembangunan wilayah adalah perbedaan distribusi 
pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya secara 
vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan 
ekonomi wilayah. 
2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 
Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi 
variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang 
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pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui.
180
Dalam penelitian 
ini yang menjadi variabel bebas antara lain: 
a. PDRB Per Kapita (X1) 
PDRB per kapita adalah pendapatan per kapita (per orang) penduduk 
disuatu wilayah yang diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan 
jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Dimana yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan 
2010. 
b. Investasi (X2) 
Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal 
dengan tujuan untuk mengganti, meningkatkan stock dan menambah 
kemampuan memproduksi barang dan jasa. Investasi berasal dari 
pemerintahmaupun swasta dalam bentuk PMDN danPMA.
 
c. Aglomerasi (X3) 
Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan perekonomian (industri-
industri) dalam suatu wilayah. 
Tabel 3.1 
Daftar Operasional Variabel 
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F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresilinier 
berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubunganantara dua 
variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabeldependen 
dengan variabel independen. Analisis regresi berganda biasa berupagaris lurus 
(linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian iniadalah regresi 
linier berganda yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satuvariabel independen 
(X) yaitu PDRB per kapita, Investasi (PMA dan PMDN) dan Aglomerasi dan 
hanya satu variabel dependen (Y) yaitu Ketimpangan Pembangunan Wilayah. 
1. Uji Asumsi Klasik 
Alat yang digunakan adalah uji asumsi Klasik yaitu untuk mengetahui 
apakah terdapat masalah dalam di dalam data regresi. Uji asumsi Klasik yang 
digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y). Ada empat pengujian dalam uji asumsi Klasik yaitu: 





Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi 
normal. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kolmogrovsmirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya 
data yang digunakan. Uji kolmogrovsmirnov adalah uji beda antara data 
yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.  Dengan pengambilan 
keputusan: 
1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.181 
 
b. Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahu 1934. 
Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila 
terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (perfect) atau 
pasti (exact) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu 
model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat 
pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Hasil output 
Eviews dapat dinyatakan dengan melihat Contered VIF, apabila nilai VIF 
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c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi 
yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau 
ruang (data cross section). Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruang 
sebelumnya. Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi maka 
persamaan tersebut baik atau layak. Jika Obs*R-squared< 0,05 maka 




d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 
suatu periode pengamatan pada periode pengamatan lainnya. Menurut 
Gujarati masalah heteroskedastisitas biasanya terjadi dalam data cross 
section dibandingkan dengan data time series. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan uji park untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas. Uji park pada prinsipnya meregres residual yang 
dikuadratkan dengan variable bebas pada model, dengan ketentuan:
184
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1) Jika t-statistik > t-tabel atau nilai probabilitas< 0,05 maka ada 
heteroskedastisitas. 
2) Jika t-statistik < t-tabel atau nilai probabilitas > 0,05 maka tidak ada 
heteroskedastisitas. 
e. Analisis Data Panel 
Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data panel dengan 
menggunakan program Eviews 9. Analisis data panel merupakan analisis 
data yang berstruktur urut waktu (time series) sekaligus kerat lintang 
(cross section).
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Menurut Wanner regresi panel merupakan sekumpulan 
tehnik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah 
respon pada data panel. Data panel dapat menjelaskan dua macam 
informasi yaitu: informasi cross section pada perbedaan antar subjek, dan 
informasi time series yang merefleksikan perubahan pada waktu. Maka 
jika kedua data tersebut tersedia maka data panel dapat digunakan. 
Keuntungan menggunakan analisis data panel antara lain:
 
1) Memberikan jumlah pengamatan yang besar pada penelitian, 
meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), datamemiliki 
variabelitas yang besar, mengurangi kolineritas antara variable 
penjelas. 
2) Dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 
diberikan jika hanya menggunakan data time series atau cross 
section saja. 
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3) Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam 
inferensi perubahan dinamis jika dibandingkan dengan cross section. 
Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan 
data cross section dapat ditulis dengan:
186 
Yi = βo + β1 + εi ; i = 1, 2, … , N ….. 
Dimana : N adalah banyaknya data cross section 
Sedangkan persamaan model dengan time series adalah: 
Yt = βo + β1 X1 + εi ; t = 1, 2, … , T ….. 
Dimana : T adalah banyaknya data time series 
Data panel merupakan gabungan dari time series dan cross 
sectionmaka dapat diambil model yaitu: 
Yit = β0 + β1Xit + εi; t …… 
i = 1, 2, …, N ; t =1, 2, …, T 
Dimana : 
N : banyaknya observasi 
T : banyaknya waktu 
N x T : banyaknya data panel 
Secara umum terdapat dua model pendekatan dalam data panelyaitu 
model tanpa pengaruh (common effect) dan model dengan pengaruh (fixed 
effect dan random effect). Dalam penelitian inimodel yang digunakan 
adalah Fixed Effect Model (FEM)karenajumlah N besar sedangkan T kecil. 







Selain itu data cross sectiondalam penelitian ini tidak dapat diambil secara 
acak oleh karena itu harus menggunakan asumsi Fixed Effect Model. 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji t (Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing 
variabel independen yang terdiri atas PDRB per kapita, investasi dan 
aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah yang merupakan 
variabel dependennya. Uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengambilan 
keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas 
yang didapatkan dari hasil dengan kriteria uji : 
1) Jika sig> 0,05 maka Ho diterima 
2) Jika sig< 0,05 maka Ho ditolak187 
b. Uji F (Simultan) 
Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi secara bersamaan 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila Fhitung lebih besar dari 
Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti secara bersama-sama 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria: 
1) Jika Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima 
2) Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak.
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a. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasivariabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara noldan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabelindependen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amatterbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang 





HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
a. Gambaran Umum Provinsi Lampung 
Lampung adalah sebuah Provinsi Paling selatan di Pulau Sumatera, 
Indonesia, ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Sebelah utara berbatasan 
dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan 
Selat Sunda,Sebelah Timur Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan 
Samudera Indonesia. Provinsi Lampung memliki pelabuhan nelayan seperti 
pasar ikan di (Teluk Betung) Tarahan dan Kalinda di Teluk Betung. 
Sedangkan di Teluk Selaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan 
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di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Meringgai 
dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-
kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di 
Samudera Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.
190
 
Adapun Visi Provinsi Lampung adalah: (Lampung Maju dan Sejahtera). 
Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian 
daerah. 
2) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan 
pelayanan sosial. 
3) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, 
dantoleransi kehidupan beragama. 
4) Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan 
hidupyang berkelanjutan. 
5) Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan 
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme ASN.
191
 
b. Sejarah Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung 
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merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. 
Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara 
administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun 
daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka telah menunjukkan potensi yang 
sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah 
khasanah adat budaya di Nusantara ini. Oleh karena itu pada zaman VOC 
daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.
192 
Bandar lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan 
gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Provinsi 
Lampung memiliki populasi penduduk di tahun 2010 sebanyak 7.608.405 
jiwa. Secara administrasi Provinsi Lampung memiliki limabelas 
Kabupaten/Kota, yang kemudian terbagi kepada beberapakecamatan. Dan 
secara umum adat masyarakat Lampung dibedakanmenjadi dua yaitu 
masyarakat adat Saibatin dan adat Pepadun.
 
c. Geografi Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km2 dengan Bandar Udara 
utamaadalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari 
Ibukota melaluijalan Negara Menuju Kota Bumi dan Lapangan Terbang AURI 
terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara geografi Provinsi 
Lampung terletak pada kedudukan di antara 105
o45’-103o 48’ BT dan 3o45’-
6
o
45’ LS. Daerah ini disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di 
sebelah Timur dengan Laut Jawa. 
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Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan daerah pegunungan 
sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Terdapat tiga buah Gunung yang 
tingginya lebih dari 2.000m diatas permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi di 
Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239m, Gunung Tanggamus 
dengan tinggi 2.102m terletak di Kabupaten Tanggamus dan Gunung Tangkit 
Tebak dengan tinggi 2.115m terletak di Kabupaten Lampung Utara.
193 
Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi 
yaitu: daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis 
berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa 
pasang surut, daerah river basin. Punggung sebelah barat Lampung adalah 
bagian dari bukit barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang 
terdapat di sebelah timurnya. 
Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah habis 
dimanfaatkanuntuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk para 
transmigran yang terusmenerus memasuki daerah ini. Kayu-kayu hasil hutan di 
ekspor ke luar negeri. Dari literatur dan Peta Geologi Lampung dapat diketahui 
adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:
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1) Minyak bumi 
2) Uranium 
3) Batu Bara Muda (Brown Coal) 
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4) Mineral Besi 
5) Emas dan Perak 
6) Marmer 
7) Sumber Air Panas dan Gas Bumi 
Lampung terletak di bawah 83 katulistiwa 5
o 
Lintang Selatan beriklim 
tropis humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia 
dengan dua musim angin setiap tahunya. 
d. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung 
Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. 
Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun seperti lada, kopi, 
cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Provinsi Lampung fokus pada 
pengembanganlahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, 
singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan masih banyak lagi. Dan 
beberapa di daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih 
menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. 
Selain dari hasil bumi, Provinsi Lampung juga merupakan kota 
pelabuhankarena Lampung merupakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke 
Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industry-
industri seperti di daerah Pesisir Panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang, 
Bandar Jaya, dan Lain-lainya. Dari semua potensi-potensi yang dimiliki 





cara meningkatkan iklim untuk dilakukanya investasi tidak hanya pada hasil 
bumi tapi juga dari sektor-sektor industri yang ada.
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2. Gambaran Hasil Penelitian 
Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh PDRB per kapita, investasi, 
dan aglomerasiterhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung.Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
rentangwaktu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Alat pengolahan 
datayang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak 
(software)komputer Eviews 9 dengan metode analisis fixed effect model. Oleh 
karenaitu, perlu dilihat bagaimana gambaran tentang perkembangan secara 
umum dariketimpangan pembangunan wilayah, PDRB per kapita, investasi, dan 
aglomerasi yang terjadi diKabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
a. Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
 Dalam pembangunan wilayah salah satu masalah yang sering muncul 
adalah ketimpangan pembangunan wilayah.Ketimpangan wilayah ini terjadi 
dikarenakan perbedaan karakteristik antarwilayah yang menyebabkan satu 
atau beberapa wilayah yang lebih unggul atau maju dibandingkan wilayah 
lainnya. 
 Dalam pembahasan ini akan diperhatikan perkembangan rendah atau 
tingginya suatu ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung dari 
tahun 2013-2017. Data yang digunakan untuk melihat ketimpangan 
pembangunan wilayah adalah data PDRB per kapita Kabupaten/Kota di 
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Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 dan jumlah 
penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
 Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi di 
Provinsi Lampung dengan menggunakan Indeks Williamson (IW) diperoleh 








Indeks Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung 














 Ketimpangan pembangunan digunakan untuk menganalisis seberapa besar 
tingkat kesenjangan di provinsi Lampung yaitu dengan menggunakan 
perhitungan Indeks Williamson (IW), nilai angka Indeks yang semakin kecil 
atau makin merata dan bila semakin jauh dari angka nol menunjukkan 
ketimpangan yang semakin melebar. 
Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut: 
1) Ketimpangan tinggi jika IW > 0,5 
2) Ketimpangan sedang jika IW = 0,35-0,5 
3) Ketimpangan rendah jika IW < 0,35 
  Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari perhitungan ketimpangan pembangunan 
diProvinsi Lampung menggunakan Indeks Williamson, pada tahun 2013 dan 
2014 ketimpangan terjadi sebesar 0,0009dimana ketimpangan tersebut 
tergolong pada ketimpangan rendah, sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 
2017 ketimpangan yang terjadi relatif stabil berada pada angka dibawah 
0,0010 yang tergolong masuk kepada ketimpangan rendah. Rata-
rataketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung dari tahun 2013-2017 
sebesar 0,0005 termasuk kedalam ketimpangan rendah menuju ketimpangan 
sedang. 
  Maka diperoleh gambaran umum ketimpangan pembangunan di Provinsi 
Lampung yang terjadi di Provinsi Lampung dari tahun 2013-2017 terus 
mengalami penurunan yang dikategorikan dalam ketimpangan rendah.Bahkan 
penurunan ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung setiap tahunnya 





waktu 5 tahun, rata-rata ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung 
sebesar 0.0005 pertahun.Ini memberikan indikasi besarnya pengaruh 
ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi di 
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 
b. PDRB Perkapita 
  Tingkat kesejahteraan secara umum bisa ditunjukkan darimeningkatnya 
tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakintinggi tingkat perolehan  
pendapatan perkapita disuatu wilayah menunjukkan semakintinggi pula 
tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan padatingkat pendapatan 
perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yangsemakin menurun. Apabila 
PDRB suatu daerah di bagi dengan jumlahpenduduk yang tinggal di daerah 
itu, maka akan dihasilkan suatuPDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar 
konstan menunjukkannilai pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah pada 
periode ke periode. 
Adapun data PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2013-2017 (dalam desimal) 
 
Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.    Lampung Barat 0,1278 0,1336 0,1394 0,1451 0,1511 
2.    Tanggamus 0,1423 0,1489 0,1552 0,1614 0,1680 
3.    Lampung Selatan 0,2325 0,2432 0,2534 0,2639 0,2755 





5.    Lampung Tengah 0,2866 0,2998 0,3129 0,3274 0,3417 
6.    Lampung Utara 0,2014 0,2117 0,2220 0,2321 0,2431 
7.    Way Kanan 0,1663 0,1737 0,1809 0,1881 0,1958 
8.    Tulang Bawang 0,2766 0,2879 0,2982 0,3103 0,3233 
9.    Pesawaran 0,2028 0,2116 0,2197 0,2282 0,2373 
10.  Pringsewu 0,1506 0,1576 0,1643 0,1709 0,1779 
11.  Mesuji 0,2666 0,2796 0,2921 0,3051 0,3190 
12.  Tulang Bawang Barat 0,2207 0,2305 0,2406 0,2511 0,2631 
13.  Pesisir Barat 0,1555 0,1618 0,1681 0,1754 0,1833 
14.  Bandar Lampung 0,2879 0,3022 0,3152 0,3293 0,3437 
15.  Metro 0,2002 0,2091 0,2180 0,2275 0,2371 
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung pada tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. 
Meskipun angka per kapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut 
benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung , namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui 
adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung secara umum di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2015 
tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 0,2879. Dan 
terendah PDRB Per Kapita di tahun 2015 terdapat di kabupaten Lampung 
Barat sebesar0,1278. Begitu dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 
sampai dengan tahun 2017 perkembangan PDRB per kapita terjadi secara 
fluktuatif yang menunjukan perkembangan yang positif dan mengalami 





Selama periode tahun 2013-2017, PDRB per kapita Kabupaten/Kota masih 
berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara makro, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten/Kota masih 
di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Akan tetapi perlu diketahui bahwa 
indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat 
kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk 
melihat pertumbuhan ekonomi dalam upaya pembangunan ekonomi di suatu 
wilayah apakah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat 
melalui hasil kreatifitas usaha yang bisa memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia. Meskipun demikian, dengan segala keterbatasan indikator PDRB Per 
kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro 
dan tolak ukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. 
c. Investasi 
 Alokasi investasi merupakan faktor penting,Investasi yang masuk baik 
dari pemerintah maupun pihak swasta dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Investasi disini terdiri dari 
investasi swasta berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN). Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat selama tahun 2013 
sampai dengan tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 
akan menarik para investor, khususnya pihak swasta untuk berinvestasi di 





Seperti pada kesimpulan inti dari teori yang dikemukakan oleh Myrdal, 
dimana di wilayah maju permintaan yang meningkat akan merangsang 
investasi sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah 
tersebut.Namun, adanya motif labayang mendorong berkembangnya 
pembangunan terpusat pada wilayah-wilayahyang memiliki harapan laba 
yang tinggi, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah yang lainnya menjadi 
terbelakang (terlantar). Maka dari itu ketimpangan pembangunan wilayah 
berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. 
Berikut ini tabel realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten/Kota 








Realisasi Investasi PMA dan PMDN 
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 
Tahun 2013-2017 (Dalam desimal) 
 
Kabupaten/Kota Realisasi Investasi PMA dan PMDN 
2013 2014 2015 2016 2017 
1.    Lampung Barat 0,0268 0,0269 0,0268 0,0268 0,0270 
2.    Tanggamus 0,0411 0,0413 0,0416 0,0417 0,0419 
3.    Lampung Selatan 0,0814 0,0815 0,0815 0,0825 0,0827 
4.    Lampung Timur 0,0835 0,0841 0,0840 0,0844 0,0846 
5.    Lampung Tengah 0,1145 0,1146 0,1147 0,1149 0,1152 
6.    Lampung Utara 0,0593 0,0593 0,0594 0,0596 0,0596 





8.    Tulang Bawang 0,0491 0,0493 0,0495 0,0495 0,0499 
9.    Pesawaran 0,0456 0,0456 0,0457 0,0460 0,0461 
10.  Pringsewu 0,0297 0,0298 0,0298 0,0298 0,0299 
11.  Mesuji 0,0311 0,0231 0,0312 0,0315 0,0317 
12.  Tulang Bawang Barat 0,0349 0,0349 0,0350 0,0351 0,0352 
13.  Pesisir Barat 0,0143 0,0143 0,0143 0,0144 0,0144 
14.  Bandar Lampung 0,1118 0,1118 0,1119 0,1120 0,1125 
15.  Metro 0,0202 0,0205 0,0206 0,0208 0,0208 
Total Kab/Kota 0,7825 0,7765 0,7855 0,7886 0,7914 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Dari tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan, Selama tahun 2013-2017 jumlah 
investasi swasta baik yang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung mengalami perkembangan trend naik turun sesuai dengan minat 
investor dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013-2017. Pada 
tahun 2013 yang semula investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 
1,2074 hanya terealisasi sebesar 0,7825 hingga tahun 2017 target investasi di 
tahun 2013 pun belum tercapai dan terealisasi sebesar 0,7914.
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Investasi yang mengalami penurunan terjadi pada 3Kabupaten yang ada di 
Provinsi Lampung yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, dan Mesuji. 
Kabupaten Lampung Baratdi tahun 2015 mengalami penurunan investasi, 
dimana pada tahun 2014 sebesar 0,0269 di tahun 2015 menjadi 0,0268 dan 
meskipun ada kenaikan nilai investasi di tahun 2016 namun mengalami 
penurunan kembali di tahun 2017.Pada Kabupaten Lampung Timur berturut-
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turut mengalami penurunan investasi pada tahun 2014-2016 tetapi mengalami 
kenaikan yang tinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 0.0846. Sedangkan 
Kabupaten Mesuji mengalami penurunan investasiyang drastis pada tahun 
2014. 
Kabupaten/kota yang jumlah nilai realisasi investasinya tetap dalam dua 
tahun berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, 
Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu. 
Sedangkan Kabupaten.Kota yang rata-rata mengalami kenaikan investasi 
dalam setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013-2017. Kabupaten/Kota tersebut 
antara lain Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, 
Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, 
Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. 
Meskipun dalam tingkat masing-masing pada setiap Kabupaten/Kota 
mengalami trend naik dan turun, namun jumlah total perkembangan realisasi 
investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung rata-rata mengalami 
peningkatan pada setiap tahunnya. Dan dalam hal ini trend naik turunnya 
investasi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Lampung  
dapat menunjukan adanya pengaruh investasi terhadap ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
d. Aglomerasi 
Aglomerasi di suatu wilayah timbul karena adanya pelaku ekonomi yang 
berusaha memperoleh penghematan aglomerasi baik karena penghematan 





yang saling berdekatan satu sama lain. Terjadinya aglomerasi memberikan 
dampak positif dan dampak negatif, dampak positifdari adanya aglomerasi 
yaitu berkembangnya industri-industri,terbentuknya industri baru, tersedianya 
jasa dan hiburan, maupun adanya perluasan jasa-jasa lokal dengan biaya per 
unit lebih rendah. Sedangkan dampak negatif dari rendahnya aglomerasi bagi 
wilayah/daerah yang bersangkutan yaitu membuat wilayah tersebut semakin 
terbelakang sehingga tidak ada lagi manfaat positif yang dapat diperoleh dari 
adanya aglomerasi. 
Adapun untuk mengetahui perkembangan tingkat aglomerasi di 




Aglomerasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 
Tahun 2013-2017(dalam desimal) 
 
Nama Kabupaten 2013 2014 2015 2016 2017 
1.    Lampung Barat 0,0203 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 
2.    Tanggamus 0,0441 0,0444 0,0446 0,0446 0,0446 
3.    Lampung Selatan 0,1224 0,1232 0,1235 0,1236 0,1239 
4.    Lampung Timur 0,1294 0,1267 0,1260 0,1249 0,1243 
5.    Lampung Tengah 0,1927 0,1938 0,1943 0,1951 0,1954 
6.    Lampung Utara 0,0668 0,0672 0,0674 0,0674 0,0674 
7.    Way Kanan 0,0389 0,0392 0,0392 0,0392 0,0392 
8.    Tulang Bawang 0,0639 0,0642 0,0642 0,0643 0,0645 
9.    Pesawaran 0,0467 0,0469 0,0469 0,0469 0,0468 
10.  Pringsewu 0,0316 0,0318 0,0318 0,0318 0,0317 





12.  Tulang Bawang Barat 0,0317 0,0318 0,0319 0,0319 0,0321 
13.  Pesisir Barat 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 
14.  Bandar Lampung 0,1501 0,1529 0,1547 0,1566 0,1582 
15.  Metro 0,0170 0,0171 0,0173 0,0174 0,0175 
 Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.4, tingkat aglomerasi tertinggi di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2017 yaitu di Kabupaten Lampung 
Tengah sebesar 0,1954 dan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu di 
Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,0126. Provinsi Lampung yang sebagian 
Kabupaten/Kotanya digunakan untuk sektor industri juga akan diuntungkan 
dengan adanya aglomerasi. Industri-industri yang berada di wilayah Provinsi 
Lampung yang terletak sebagian besar di Kabupaten/Kota Bandar Lampung, 
Lampung selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, 
Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur dan Tulang Bawang diuntungkan 
dengan adanya aglomerasi, karena membuat terkonsentrasinya kegiatan 
perekonomian pada Kabupaten/Kota tersebut dan akan menghemat biaya 
produksi, sehingga akan lebih menguntungkan bagi industri-industri yang 
terkait.  
Aglomerasi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong pembangunan ekonomi di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung melalui peningkatan penyediaan lapangan 
kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Di sisi lain dampak negatif 
terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi yang cukup tinggi 





ketimpangan pembangunan wilayah. Dimana Kabupaten/Kota yang memiliki 
kekuatan Sebaliknya, bagi Kabupaten/Kota yang aglomerasinya relatif rendah 
akan mendorong munculnya pengangguran dan rendahnya tingkat 
pendapatanmasyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Oleh karena 
itu, adanya aglomerasi cenderung meningkatkan ketimpangan antarwilayah. 
B. Hasil Analisis  
1. Analisis Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 
digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 
Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji 
Jarque-Bera. Hasil uji J-B test disajikan pada gambar 4.1 berikut: 
Gambar 4.1 


























Std. Dev.   0.000125
Skewness   0.267951







Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
Berdasarkan gambar 4.1 hasil olahan data menggunakan program 
Eviews 9, diperoleh hasil bahwa nilai Jb (Jarque-Bera) sebesar 3,703960 
>5%, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual 
terdistribusi secara normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 
dalam suatu model. Kemiripan dalam suatu variabel independen akan 
mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Adapun hasil dari pengolahan 




Hasil Uji Multikolinieritas 
 
 
PDRB_PERKAPITA INVESTASI AGLOMERASI 
PDRB_PERKAPITA  1.000000  0.660841  0.661651 
INVESTASI  0.660841  1.000000  0.686368 
AGLOMERASI  0.661651  0.686368  1.000000 
Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 di atas 
menunjukkan bahwa nilai correlation matrix (<0,8) yang berarti tidak 





maka model regresi tidak ditemukannya korelasi linier yang sempurna 
antar variabel-variabel bebas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasiini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodewaktu 
atau ruang dengan kesalahan pengganggu waktu atau ruangsebelumnya. 
Jika data tidak memiliki masalah autokorelasi makapersamaan tersebut 
baik atau layak. Dan jika Obs*R-squared <0,05 maka asumsi ditolak, tapi 
jika Obs*R-squared > 0,05 maka asumsi diterima dan tidak ada 






Hasil Uji Autokorelasi 







Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Jika Obs*R-squared < 0,05 maka 





diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 
dalam model regresi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance danresidualdalam 
pengamatan antara suatu periode ke periode yang lain. Dalam penelitian 
ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukkan uji 











Hasil Uji Park 
 
Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/19   Time: 08:30   
Sample: 2013 2017   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 75  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     





C 4.910683 3.518497 1.395676 0.1682 
PDRB_PERKAPITA 0.000170 0.000299 0.567761 0.5724 
INVESTASI -0.001827 0.004289 -0.426036 0.6717 
AGLOMERASI -0.005622 0.004281 -1.313192 0.1944 
     
     
 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.039271    Mean dependent var 0.585081 
Adjusted R-squared -0.247262    S.D. dependent var 0.276511 
S.E. of regression 0.308810    Akaike info criterion 0.693384 
Sum squared resid 5.435734    Schwarz criterion 1.249581 
Log likelihood -8.001883    Hannan-Quinn criter. 0.915467 
F-statistic 0.137055    Durbin-Watson stat 2.109507 
Prob(F-statistic) 0.999977    
     
     
Sumber: Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
 
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil perhitungan dengan Eviews 9 
yaitu uji park terlihat bahwa nilai dari probabilitas variabel independen 
(PDRB perkapita= 0,5724>0,05), (Investasi= 0,6717>0,05), dan 
(Aglomerasi= 0,1944>0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak ada variabel 
independenyang signifikan secara statistik (probability >0,05), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa lolos uji park dan tidak terdapat 
heteroskedastisitas dalam model regresi. 
2. Analisis Data Panel 
Metode analisis data panel digunakan untuk menjelaskan dua macam 
informasi yaitu informasi cross section pada perbedaan antar subjek, dan 





regresi panel data dalam penelitian ini yaitu panel data dengan menggunakan 
Fixed Effect Model. Hasil Estimasi panel data dengan menggunakan Fixed 
Effect Modeldisajikan pada tabel berikut ini:  
Tabel 4.8 
Hasil Regresi Fixed Effect Model 
     
     Variable Coefficient Prob.   
   
   
   C 0.002757 0.0942 
PDRB_PERKAPITA -0.021488 0.0000 
INVESTASI -0.009879 0.6183 
AGLOMERASI 0.048176 0.0176 
     
     R-squared 0.844162   
     
     Sumber:Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
Dari tabel 4.8 diatas yang dimana menggunakan pendekatan Fixed Effect 





Y : Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
a : Konstanta 
X1: PDRB per kapita 
X2: Investasi 
X3: Aglomerasi 






Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Jika variabel-varibel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka 
besarnya tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung secara keseluruhan adalah sebesar 0,27%. 
b. Nilai koefisien regresi variabel PDRB per kapita sebesar (-0.021488)yang 
berartisetiap terjadi peningkatan PDRB per kapita sebesar 1%maka akan 
menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung sebesar 2,14%. 
c. Nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar (-0.009879)yang 
berartisetiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka akan 
menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung sebesar 0,98%. 
d. Nilai koefisien regresi variabel aglomerasi sebesar 0.048176yang 
berartisetiap terjadi peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka akan 
menaikan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung sebesar 4,81%. 
3. Analisis Uji Hipotesis 
a. Uji t (Parsial) 
Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara 
individual (parsial) terhadap variabel dependen dengan 
menganggapvariabel lain adalah konstan. Pengaruh PDRB per kapita, 





Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji t-Statistik 
 
     
   Variable Coefficient t-Statistic 
   
   C 0.002757 1.702220 
PDRB_PERKAPIT
A -0.021488 -15.61556 
INVESTASI -0.009879 -0.500968 
AGLOMERASI 0.048176 2.445440 
     
     R-squared0.844162    
     
     Sumber:Output Eviews 9, (Data sekunder diolah tahun 2019) 
 
Berdasarkan tabel 4.9 maka sebelum menyimpulkan hipotesis mana 
yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t-tabel dengan 
signifikansi 5%berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) n−1.197(df) 
n−1 atau 75−1= 74. Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh 
untuk t-tabel adalah 1,99254. Dari hasil t-statistik pada variabel PDRB per 
kapita menghasilkan nilai t-hitung sebesar (-15,61556) artinya t-hitung 
lebih besardari t-tabel (-15,61556>1,99254). Dari hasil tersebut berarti 
bahwa H1 diterima dan Ho1 ditolak sehingga dengan hasil uji ini maka 
dapat dinyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ketimpanganpembangunan ekonomiantarwilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
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Pada hasil t-statistik pada variabel investasi menghasilkan nilai t-hitung 
sebesar (-0,500968) artinya t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0.500968< 
1,99254). Dari hasil tersebut berarti bahwa H1 ditolak dan Ho1 diterima 
sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa investasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
ketimpanganpembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
tahun 2013-2017.  
Sedangkan variabel aglomerasimenghasilkan nilai t-hitung sebesar 
2,445440artinya t-hitung lebih besardari t-tabel (2,445440>1,99254). Dari 
hasil tersebut berarti bahwa H1 diterima dan Ho1 ditolak sehingga dengan 
hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ketimpanganpembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
b. Uji F (Simultan) 
Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
independen yaitu PDRB per kapita (X1), investasi (X2), aglomerasi (X3) 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen ketimpangan pembangunan wilayah (Y).  
Dengan menentukan pengujian terlebih dahulu Ftabel berdasarkan 
signifikansi 5% (0,05) dimana rumusnya:
198
 
1) df1 (N1)= k−1 
N1= 4−1 = 3 
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2) df2 (N2)= n−k 
N2= 75−4 = 71 
Jadi nilai N1=3 dan N2=71, maka hasil yang diperoleh untuk F-tabel 
sebesar 2,73. Dari hasil regresi tersebut pengaruh PDRB per kapita, 
investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 diperoleh F-statistik 
pada tabel 4.6 sebesar 95,01600 yang artinya Fhitung lebih besar dari F-
tabel (95,01600> 2,73), maka H2 diterima dan H02 ditolak. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita, investasi, dan 
aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai 
koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Berdasarkan tabel 4.9 hasil 
regresi menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 variabel PDRB per 
kapita (X1), Investasi (X2), dan Aglomerasi (X3) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Y) di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil nilai Adjusted R-
squared sebesar 0,844162 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mampu dijelaskan oleh tiga 





84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak terdapat dalam penelitian ini. 
4. Pembahasan 
a. Pengaruh Secara Parsial PDRB Per Kapita, Investasi, dan Aglomerasi 
Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 
Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen 
secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat 
pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap 
ketimpangan pembangunan wilayah tahun 2013-2017, maka akan 
diuraikan penjelasan tersebut sebagai berikut: 
1) Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2013-2017 
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan 
bahwa hasil output Eviews 9 nilai t-statistik pada variabel PDRB per kapita 
menghasilkan t-hitung sebesar (-15,61556) sedangkan hasil perhitungan t-
tabel sebesar 1,99254. Asumsinya adalah t-hitung lebih besardari t-tabel (-
15,61556>1,99254) dari hasil tersebut berarti bahwa H1 diterima dan Ho1 
ditolak. Maka hasil uji disimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap ketimpanganpembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017.Hasil regresi tersebut 





terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB per Kapitadengan 
ketimpangan pembangunan wilayahdi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
2013-2017. 
Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel PDRB per kapita 
sebesar (-0.021488) yang berarti setiap terjadi peningkatan PDRB per 
kapita sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 
2,14%. Dimana dalam setiap peningkatan 1%PDRB per kapita tersebut 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan di 
wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 
Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian Ferry Kurniawan 
Lubis yang menyatakan bahwa PDRB perkapita secara parsial 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan 
wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008. Dan tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro Hartono yang 
menyatakan bahwa secara parsial alokasi bantuan dana pembangunan 
daerah perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di 
Provinsi Jawa Tengah 1981-2005. 
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Hipotesa Neo-Klasikyang 
terbukti benar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. Dimana 
Hipotesa Neo-Klasik mengatakan pada permulaan proses pembangunan 
suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antarwilayah akan lebih 





maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah 
tersebut akan menurun. Kenaikan pada PDRB per kapita yang berpengaruh 
terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung di gambarkan pada grafik berikut ini: 
Gambar 4.2 
Rata-Rata PDRB per kapita dan Indeks Williamsom 












Sumber: Data BPS diolah (2019) 
Berdasarkan analisa grafik pada gambar 4.1, menunjukan bahwa pada 
tahun 2013 hasil perhitungan indeks williamson menggambarkan 
ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampungsebesar 0,0009 dan rata-rata PDRB per kapita sebesar 3,1543. 
Kemudian,perkembangan terus terjadi pada indeks williamsom yang 
mengalami trend penurunan sedangkan rata-rata PDRB per kapita pada 
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Namun, meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukan indikasi 
adanya kenaikan PDRB perkapita berpengaruh dalam menurunkan tingkat 
ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung. Akan tetapi fakta di lapangan PDRB per kapita masing-masing 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung menunjukan distribusi yang tidak 
merata yang menyebabkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung, misalnya PDRB per kapita di Kota Bandar Lampung tergolong 
dalam PDRB per kapita yang sangat tinggi sedangkan PDRB per kapita di 
Kabupaten Pesisir Barat tergolong ke dalam PDRB per kapita yang sangat 
rendah dibandingkan PDRB per kapita di Kota Bandar Lampung maupun 
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung. Artinya indikasi dari 
adanya ketimpangan PDRB per kapita yang tidak merata di masing-
masing Kabupaten/Kota Provinsi Lampung akan menyebabkan tingkat 
penganguran yang tinggi dan semakin meningkatnya pula kemiskinan di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.  
Menurut Todaro, PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran 
untuk melihat laju petumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dimana adanya 
laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi 
pendapatan dengan upaya melakukan pendekatan untuk memilih sektor-
sektor mana saja yang mendapatkan perioritas, sehingga sumber daya yang 
tersedia di masing-masing wilayah terkelola secara optimal serta perlunya 
menyusun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut 





Melihat kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam 
mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yaitu dengan 
adanya kebijakan yang dikeluarkan melalui Perpres No. 131 tahun 2015 
tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Diharapkan adanya 
Perpres No. 131 tahun 2015 tersebut maka perhatian pemerintah Provinsi 
Lampung dalam pembangunan ekonomi wilayah berfokus pada 
Kabupaten/Kota yang tertinggal atau terbelakang di Provinsi Lampung. 
Sehingga pembangunan ekonomi wilayah yang telah dilakukan pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi lampung tersebut bisa menurunkan tingkat 
ketimpangan antarwilayah Provinsi Lampung 2013-2017. Namun, Dalam 
hal ini justru pembangunan ekonomi wilayah terfokus pada wilayah bagian 
tengah Provinsi Lampung misalnya Kota Bandar Lampung dan sebagainya 
dimana yang sebagian besar Kabupaten/Kota tersebut merupakan wilayah 
maju, sehingga kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik sesuai 
dengan tujuandikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu melakukan 
pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal. 
2) Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan 
bahwa hasil output Eviews 9 nilai t-statistik pada variabel investasi 
menghasilkan nilai t-hitung sebesar (-0,500968) artinya t-hitung lebih kecil dari 





Ho1 diterima maka dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa investasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpanganpembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. Hasil regresi 
tersebut sesuai dengan hipotesis padapenelitian ini yang menduga tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan 
pembangunan wilayahdi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. 
Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel independen investasi 
sebesar (-0.009879)yang berarti setiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1%  
maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 0,98%. Namun, karena 
menunjukan hasil yang tidak signifikan antara investasi dengan ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung maka dalam 
setiap peningkatan investasi belummemberikan hasil yang maksimal terhadap 
pembangunan ekonomi wilayah di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut. 
Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian Nurhayani, Siti 
Hodijah, dan Adi Bhakti yang menyatakan bahwa variabel investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunandi Provinsi Jambi 
tahun 2002-2014. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Kartika Dorcas, Erfit dan Edi Bhaktiar yang menyatakan bahwa variabel 
investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunandi 
wilayah Sumatera tahun 2011-2015. 
Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pengaruh yang tidak 





yang maksimal di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sesuai dengan teori 
Myrdal. Dalam teori Myrdal mengemukakan bahwa adanya perpindahan modal 
dan motiflaba yang cenderung meningkat maka akan meningkatkan pula 
ketimpangan antarwilayah tersebut dan terbukti di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung tahun 2013-2017. Menurut Myrdal adanya motif laba yang dapat 
mendorongberkembangnya suatu pembangunan di masing-masing wilayah 
yang hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba atau 
keuntungan dalam investasi yang tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap 
terlantar dan semakin terbelakang.  
Fakta di lapangan bahwa lambatnya perkembangan investasi PMA dan 
PMDN di kabupaten/Kota Provinsi Lampung disebabkan karena keunggulan-
keungulan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung belum didukung dengan adanya 
peningkatan kearifan budaya lokal di setiap wilayah Kabupaten/Kota provinsi 
Lampung itu sendiri. Adapun ciri dari kearifan lokal dapat berupa pertahanan 
terhadap budaya luar yang masuk, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar 
menjadi trend yang dapat melunturkan karakteristik budaya yang ada di 
wilayah tersebut. Hubungannya kearifan lokal dengan investasi adalah lebih 
menekankan pada karakteristik (ciri khas) yang ada pada masing-masing 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung misalnya dalam hal hasil-hasil 
produksi lokal yang mencirikan budaya dari Kabupaten/Kota Provinsi 





Faktor lain yang menyebabkan investasi PMA dan PMDN di 
kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 berkembang lambat yaitu 
kurangnya jaminan kepastian hukum dan tingkat kriminalitas membuat 
investor ragu akan keamanan jika ingin melakukan pengembangan usaha 
barunya di wilayah tersebut. 
3) Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukan 
bahwa hasil output Eviews 9 nilai t-statistik pada variabel aglomerasi 
menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,445440artinya t-hitung lebih besardari 
t-tabel (2,445440>1,99254). Dari hasil tersebut berarti bahwa H1 diterima 
dan Ho1 ditolak sehingga dengan hasil uji ini dapat dinyatakan bahwa 
aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpanganpembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
tahun 2013-2017.Hasil regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis 
padapenelitian ini yang menduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017. 
Sedangkan pada nilai koefisien regresi variabel aglomerasi sebesar 
0.048176 yang berarti setiap terjadi peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka 
akan menaikan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 4,81%.Dimana dalam setiap 





terhadap peningkatan ketimpangan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung. 
Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Kartika Dorcas, Erfit dan Edi Bhaktiar yang menyatakan 
bahwa variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunandi wilayah Sumatera tahun 2011-2015. Dan tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liolyta Damayanti yang 
menemukan bahwa variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan signifikan 
dimana peningkatan aglomerasi industri mampu memperbaiki ketimpangan 
regional di Pulau Jawa (spred effect) tahun 2009-2013. 
Hal ini sejalan dengan teori Neo Klasik yang mengatakan bahwa 
aglomerasi bisa terjadi disuatu wilayah dikarenakan adanya pelaku-pelaku 
ekonomi yang memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan dalam 
kegiatan ekonomi yaitu keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi. 
Keuntungan lokalisasi itu didapat dalam bentuk keseluruhan biaya produksi 
yang timbul akibat berlokasi secara terkonsentrasi dengan wilayah terkait 
lainnya dalam sebuah pusat pertumbuhan. Sedangkan keuntungan urbanisasi 
yaitu didapat dari keuntungan penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat 
pertumbuhan secara bersamaan yang bisa menunjung kegiatan ekonomi 
diwilayah tersebut.  
Munculnya aglomerasi di daerah atau wilayah akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi 





karena adanya lokasi yang berdekatan (economies of proximity) dimana 
diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan 
konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya 
transportasi, informasi dan komunikasi. Keuntungan lain dari aglomerasi 
yang muncul yaitu adanya penggunaan fasilitas secara bersama dalam 
kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi antaralain 
listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang 
kegiatan operasi perusahaan.  
Hal tersebut yang telah menyebabkan munculnya aglomerasi di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 yang ditandai dengan adanya 
penggunaan fasilitas secara bersamaan (memanfaatkan keuntungan lokalisasi) 
yang akan dapat menurunkan tingkat biaya yang dapat ditanggung secara 
bersamaan pula. Dan juga aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
2013-2017bisa terjadi disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatanproduksi 
yang cukup tinggi yang mendorong pertumbuhan di setiap masing-masing 
Kabupaten/Kota yangcenderung lebih cepat. Sedangkan bagi Kabupaten/Kota 
lain yang memiliki konsentrasikegiatan produksi rendah akan mendorong 
pengangguran dan rendahnya tingkatpendapatan masyarakat di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong 
semakintingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah. 
Maka dapat disimpulkan bahwa suatu industri dapat mengakibatkan 
terkumpulnya faktor-faktor pendukung industri tersebut dan 





tertentu saja sehingga hasil penelitian ini menunjukan pengaruh yang positif 
dan signifikan. 
b. Pengaruh Secara Simultan PDRB Per Kapita, Investasi, dan 
Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh F-statistik sebesar 95,01600 yang 
artinya Fhitung lebih besar dari F-tabel (95,01600 > 2,73), maka H2 diterima 
dan H02 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau 
secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita 
(X1), investasi (X2), dan aglomerasi X3) terhadap ketimpangan pembangunan 
wilayah (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017. 
Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi (R2)nilai Adjusted R-
squared sebesar 0,844162 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 mampu dijelaskan 
oleh tiga variabel independen PDRB per kapita (X1), investasi (X2) dan 
aglomerasi (X3) sebesar 84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
Kemudian hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika 
Dorcas Andini, Erfit, dan Edi Bhaktiar Kartika yang menemukan bahwa 
analisis berdasarkan hasil regresi data panel diketahui secara simultan 
investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh 
terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera 2011-2015. 





juga menemukan bahwa variabel PDRB per kapita, aglomerasi, investasi, dan 
dummy desentralisasifiskal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat 
ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 1990-2013. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa 15,59% variabel lain yang tidak terdapat 
dalam penelitian ini dimana yang mampu menjelaskan tingkat ketimpangan 
pembangunan wilayah, dijelaskan oleh variabel seperti variabel belanja 
pemerintah, tenaga kerja, dandummy desentralisasifiskal. 
Sedangkan hasil penelitian ini juga sejalan dengan Syafrizal yang 
mengemukakan ketimpangan yang terjadi antarwilayah disebabkan oleh 
perbedaan kandungan Sumber Daya Alam(SDA), ekonomi kosentrasi kegiatan 
wilayah (aglomerasi), alokasi dana pada masing-masing wilayah dalam bentuk 
inventasi swasta maupun pemerintah, sehingga kemampuan suatu daerah 
dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan 
daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan pembangunan 
wilayah. 
c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 
Di zaman modern seperti sekarang ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh 
umat Islam adalah bagaimana membangun perekonomian yang selaras dengan 
aturan-aturan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dimana 
masyarakatnya akan menderita jika wilayahnya terkena dampak ketimpangan 
pembangunan wilayah, maka hal ini juga yang dialami oleh Kabupaten/Kota 





pembangunan wilayah tidak hanya dilihat dari sudut pandang Ekonomi 
Konvensional saja namun juga Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian 
maka analisis pandangan Ekonomi Islam terhadap ketimpangan pembangunan 
wilayah yang dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, investasi, aglomerasi 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) PDRB Perkapita dalam Ekonomi Islam  
Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan 
PDRB per kapita maka akan mengalami penurunan pada ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi lampung 2013-2017. 
Namun, faktanya kenaikan PDRB per kapita tidak menjamin tingkat 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi. Dapat digaris 
bawahi bahwa standar hidup rata-rata penduduk di kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung masih rendah, bahkan realitas yang memprihatinkan adalah 
adanya pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya 
bisa dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya. Hal ini 
dapat terjadi dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan 
serta kekayaan yang timpang atau tidak merata. 
Suatu pembangunan ekonomi dalam konsep Ekonomi Islam 
menempatkan pemenuhan kebutuhan dasarsebagai prioritas utama demi 
memelihara lima maslahat pokok dalam hal kesejahteraan masyarakat, yaitu 
pemeliharaanagama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak 
dan layak untuk mendapatkanpemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat 





khalifah Allah SWT di bumi. Di sisi lain, pembangunanekonomi dalam 
perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan,dalam 
hal inibertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan 
ekonomi itu sendiri.  
Kesimpulannya pembangunan dalam Islam berfokus pada inti utama 
yaitu pembangunanmanusia itu sendiri yang termasuk pada aspek sosial dan 
budayanya. Ini berarti Islammenganggap diri manusia sendirilah yang 
merupakan tempat sebenarnya adanya aktivitaspembangunan itu terjadi. 
Pemikiran ini berawal dari pandangan Islam yang menempatkanmanusia 
sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi 
sesuaidengan kehendak-Nya (aturan syariah) yang dikemudian hari nanti (di 
akhirat) akandimintai suatu pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan 
yang dilakukan) yang telah dilakukannya.Hal tersebut sesuai dengan Firman 
Allah SWT (Q.S Ad-Dzariyat:19): 
               
  
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”199 
 
Ayat diatas menjelaskan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk 
menanggulangi ketimpanganyang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung. Islam menganjurkan tentang kegiatan ekonomi bukanhanya 
untuk mengakumulasi modal saja, tetapi hal ini semata-mata untuk 
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kesejahteraan hidup manusiasecara menyeluruh. Karena kemiskinan akan 
membuat individu tidak dapat menjalankankewajiban pribadi, sosial dan 
moralnya, maka dari itu setiap manusia dianjurkanuntuk selalu berdoa 
untuk dihindarkan dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan serta diiringi 
dengan usaha dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariat Islam.Bahkan 
yang dikhawatirkan dalam Islam kemiskinan akan mengantarkan manusia 
kepada kekufuran pada diri manusia tersebut. 
2) Investasi Dalam Ekonomi Islam 
Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan 
investasi PMA dan PMDN maka akan mengalami penurunan pada 
ketimpangan pembangunan wilayah, akan tetapi karena hasil analisis 
regresi menunjukan pengaruh yang negatif yang artinya investasi PMA 
dan belum memberikan hasil yang maksimaldi Kabupaten/Kota Provinsi 
lampung 2013-2017. Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang harus 
dilakukan pemerintah untuk menarik minat para investor agar berinvestasi 
di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, sehingga kenaikan investasi yang 
secara optimal dan merata bisa mengurangi tingkat ketimpangan di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.  
Ekonomi Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. 
Dalam memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini yang 
dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin pada diri orang 





dengan melakukan kegiatan investasi. Konsep Ekonomi Islam juga 
mengajarkan setiap investasi yang dilakukan tidak hanya semata-mata 
untuk kepuasaan batin yang bersifat material namun juga harus bernilai 
ibadah sehingga bisa mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Lukman: 34): 
 
                      
              
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 
tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 
mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun 
yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”200 
 
Ayat diatas menjelaskan, Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa 
didunia ini tidak seorangpun yang dapat mengetahui apa saja yang akan 
terjadi di kemudian hari,baik itu apa yang akan di perbuat oleh kita sebagai 
manusia maupun sesuatu hal yang akan diusahakan kedepannya. Maka 
dari itu ketidaktahuan tersebut Allah SWT memerintahkan manusia untuk 
berusaha, yaitu salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal 
menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan mengenai hasil 
yang kita usahakan itu adalah hak prerogatif Allah SWT, namun dalam hal 
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ini yang paling penting adalah kita sebagai umatnya mengikuti apa yang 
diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sesuai syariat Islam 
dalam kegiatan apapun termasuk investasi. 
3) Aglomerasi Dalam Ekonomi Islam 
Berdasarkan hasil penelitian secara parsial setiap terjadi peningkatan 
aglomerasi maka akan mengalami peningkatan pada ketimpangan 
pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi lampung 2013-
2017.Hal tersebut disebabkan oleh adanyakonsentrasi kegiatanproduksi 
yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertentu 
saja sehingga Kabupaten/Kota yang konsentrasikegiatan produksi rendah 
menjadi semakin terbelakang. 
Dalam konsep Ekonomi Islam, manusia diperintahkan oleh Allah 
SWT agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa 
maslahah baik untuk dirinya maupun orang lain. Begitu juga di dalam 
industri, proses kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang dapat menciptakan manfaat (utility) dimasa 
sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dan tujuan dari produksi 
adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah 
maksimum bagi konsumen (masyarakat).Sebagaimana Firman Allah SWT 
dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah ayat 22): 
 
                          






Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 
langit   sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari 
langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-
buahan sebagai rezekiuntukmu; karena itu janganlah kamu 
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 
mengetahui.”201 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang khalifah di muka 
bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan 
sumber daya alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan 
sebagai modal berproduksi dan dapat diolah untuk kemaslahatan bersama. 
Aglomerasi itu sendiri adalah pemusatan berbagai industri ke dalam suatu 
tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada 
tempat tersebut, dan kemudian pada gilirannya wilayah-wilayah dalam 
pusat pertumbuhan akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang 
perkembangannya lambat. Hal tersebut yang tercermin dari keadaan 
aglomerasi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 yang 
kebanyakan Kabupaten/Kotanyatermasuk kedalamkeadaan aglomerasi 
atau sering diartikan dengaan terpusatnya industri-industri dalam 
suatuwilayah. 
4) Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dalam Ekonomi Islam 
Berdasarkan hasil penelitian ini, ketimpangan pembangunan wilayah 
menyebabkan kesengsaraan masyarakat di wilayah yang terkena dampak 
adanya ketimpangan tersebut. Sehingga ketika ketimpangan pembangunan 
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meningkat maka bisa dipastikan kesejateraan masyarakat menurun, 
akibatnya meningkatkan pula tingkat penganguran dan kemiskinan, serta 
ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung tahun 2013-2017.  
Sejalan dengan teori menurut Ibnu Khaldun dimana pertumbuhan 
ekonomi didasarkan atas dasar beberapa aspek yaitu meliputi semua aspek 
pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya 
variabel lain seperti Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), 
Kekayaan (W), Keadilan (j) sehingga bisa terciptanya kesejahteraan bagi 
masyarakat. 
Maka dari itu dalam konsep Ekonomi Islam menurut teori Yusuf 
Qardhawi yaitu sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki 
bahwadalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu 
sendikebebasan dan keadilan kepemilikan. Ekonomi islam melarang 
adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, dimana sistem Ekonomi 
Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya 
maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap 
si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik 
pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke 
penumpukan kekayaan yang tidak layak.
202
Dalam Al-Qur’an menyatakan 
agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan 
masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan 
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sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Sebagaimana 
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat dalam (Q.S Al-Hasyr: 7): 
 
                          
                         
         
 
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-
kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 
Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.203 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak hanya beredar di 
antara orang-orangkaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi 
kepada kesejahteraanmasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena 
itu, dalam sistem Ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok 
orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis 
untuk memindahkan aliran kekayaan kepadamasyarakat yang lemah agar 
kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi. 
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1. Secara parsial dari hasil pengujian dua sisi pada uji signifikan (uji t) 
bahwa: 
a) Variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung 
lebih besar dari t-tabel (-15,61556 > 1,99254).  
b) Variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 





Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung lebih kecil 
dari  t-tabel (-0,500968 < 1,99254).  
c) Variabel aglomerasi berpengaruh positifdan signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan t-hitung lebih besar 
dari t-tabel (2,445440> 1,99254).  
2. Secara simultan dari hasil pengujian uji signifikan (uji F), bahwa variabel 
PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2017 dengan nilai 
signifikansi Fhitung lebih besar dari F-tabel (95,01600 > 2,73). Sedangkan 
berdasarkan uji koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya variabel 
independen PDRB per kapita (X1), investasi (X2), dan aglomerasi (X3) 
untuk menerangkan variabel dependen ketimpangan pembangunan 
wilayah (Y) sebesar 0,844162 artinya menunjukkan bahwa besarnya 
kemampuan independen dalam penelitian untuk menerangkan variabel 
dependen adalah sebesar 84,41% sedangkan sisanya sebesar 15,59% 
dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel belanja pemerintah, tenaga 
kerja, dan dummydesentralisasi fiskal. 
3. Pandangan dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu buruknya pendistribusian 
kekayaan atau harta di tengahmasyarakatmenyebabkan adanya kemiskinan 
dan ketimpanganpendapatan masyarakat dan hal ini pun sejalan dengan teori 





ketimpangan pembangunan wilayah. Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan 
bahwa pendistribusian ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan 
distributifserta mekanisme distribusi yang baik dalam Islam (berlandaskan 
sistem syariat Islam) sebagai solusi menuju keadilan dankesejahteraan 
masyarakat. Sedangkan keadilan distributif adalah prinsip utama 
dalamekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam 






1. Berdasarkan hasil secara parsial : 
a. Dalam PDRB perkapita, maka pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah 
dikeluarkan agar benar-benar terealisasi dengan baik. Intervensi 
pemerintah  padaprinsipnya dapat menyentuh langsung faktor-faktor 
penentu utama distribusipendapatan, misalnya seperti dengan upaya 
perbaikan tingkat upah pekerja,melaksanakan program redistribusi 
pendapatan dengan cara pemberiansubsidi pupuk kepada petani dan 
sebagainya. 
b. Dalam investasi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang  





Provinsi Lampung misalnya seperti meningkatkan kearifan lokal 
dengan menyediakan wadah masyarakat untuk promosi produk lokal, 
memberikan keringanan pajak dan juga memberikan kepastian hukum 
sehingga bagi investor yang baru mengembangkanusahanya bisa 
tertarik dan nyaman untuk berusaha diKabupaten/Kota Provinsi 
lampung. 
c. Dalam aglomerasi, maka pemerintah harus melakukan kebijakan yang 
diperlukan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. 
Sehingga keberadaanpengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut 
dapat memberikan dampakmenyebar dan menghindari terpusatnya 
kegiatan ekonomi pada beberapawilayah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung. 
2. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, karena ketiga variabel 
independen berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2017 maka kepada 
pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
harus bekerja lebih maksimal lagi karena upaya-upaya untuk mengurangi 
tingkat ketimpangan masih belum optimal. Misalnya dengan melakukan 
pengawasan yang ketat sehingga kebijakan atau peraturan yang telah 
dibuat bisa terealisasi dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat 
meningkat. 
3. Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan ekonomian terhadap 





terjadinya pendistribusian yang tidak merata di masarakat. Maka, Bagi 
publik diharapkan juga dalam hal konsumsi masyarakat memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi 
Lampung. Juga diharapkan sebagian materinya tidak hanya digunakan untuk 
kegiatan konsumsiyang sifanya konsumtif saja namun jugadigunakan 
sebagian materinya untuk kegiatan berinvestasi sehingga keadaan ekonomi 
masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung cenderung stabil dan 
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penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada 
penyusun. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 
 
 












Lampiran 1. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2013 
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
  
Nama Kabupaten 
















1.    Lampung Barat 12.786.752 287.588 7.932.132 -302.725.763 9,1642 0,0362 3.317,44 
289,887219 0,0009 
2.    Tanggamus 14.233.991 560.322 7.932.132 -301.278.524 9,0768 0,0706 6.408,22 
3.    Lampung Selatan 23.256.915 950.844 7.932.132 -292.255.600 8,5413 0,1198 10.232,47 
4.    Lampung Timur 23.655.372 988.277 7.932.132 -291.857.143 8,5180 0,1245 10.604,91 
5.    Lampung Tengah 28.661.554 1.214.720 7.932.132 -286.850.961 8,2283 0,1531 12.597,52 
6.    Lampung Utara 20.146.032 598.924 7.932.132 -295.366.483 8,7241 0,0755 6.586,69 
7.    Way Kanan 16.637.730 423.125 7.932.132 -298.874.785 8,9326 0,0533 4.761,07 
8.    Tulang Bawang 27.667.957 417.782 7.932.132 -287.844.558 8,2854 0,0526 4.358,12 
9.    Pesawaran 20.288.814 416.354 7.932.132 -295.223.701 8,7157 0,0524 4.567,02 
10.  Pringsewu 15.065.901 379.213 7.932.132 -300.446.614 9,0268 0,0478 4.314,81 
11.  Mesuji 26.664.675 192.843 7.932.132 -288.847.840 8,3433 0,0243 2.027,42 
12.  Tulang Bawang Barat 22.072.136 259.731 7.932.132 -293.440.379 8,6107 0,0327 2.815,69 
13.  Pesisir Barat 15.557.275 124.786 7.932.132 -299.955.240 8,9973 0,0157 1.412.57 
14.  Bandar Lampung 28.792.776 942.039 7.932.132 -286.719.739 8,2208 0,1187 9.758,08 
15.  Metro 20.024.635 153.517 7.932.132 -295.487.880 8,7313 0,0193 1.685,14 
y 315.512.515           84.034,60     
        
                  
 
     ⁄   





Lampiran 2. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2014 
Nama Kabupaten 

















1.    Lampung Barat 13.367.936 290.388 8.026.191 -315.897.543 9,9791 0,0361 3.602,45 
305,246621 0,0009 
2.    Tanggamus 14.891.386 567.172 8.026.191 -314.374.093 9,8831 0,0706 6.977,46 
3.    Lampung Selatan 24.323.366 961.897 8.026.191 -304.942.113 9,2989 0,1198 11.140,08 
4.    Lampung Timur 24.080.118 998.720 8.026.191 -305.185.361 9,3138 0,1244 11.586,36 
5.    Lampung Tengah 29.982.739 1.227.185 8.026.191 -299.282.740 8,9570 0,1528 13.686,29 
6.    Lampung Utara 21.179.537 602.727 8.026.191 -308.085.942 9,4916 0,075 7.118,70 
7.    Way Kanan 17.379.527 428.097 8.026.191 -311.885.952 9,7272 0,0533 5.184,59 
8.    Tulang Bawang 28.791.296 423.710 8.026.191 -300.474.183 9,0284 0,0527 4.757,96 
9.    Pesawaran 21.162.797 421.497 8.026.191 -308.102.682 9,4927 0,0525 4.983,66 
10.  Pringsewu 15.769.758 383.101 8.026.191 -313.495.721 9,8279 0,0477 4.687,90 
11.  Mesuji 27.960.681 194.282 8.026.191 -301.304.798 9,0784 0,0242 2.196,97 
12.  Tulang Bawang Barat 23.051.128 262.316 8.026.191 -306.214.351 9,3767 0,0326 3.056,80 
13.  Pesisir Barat 16.186.787 135.992 8.026.191 -313.078.692 9,8018 0,0169 1.656,50 
14.  Bandar Lampung 30.224.132 960.695 8.026.191 -299.041.347 8,9425 0,1196 10.695,23 
15.  Metro 20.914.291 155.992 8.026.191 -308.351.188 9,5080 0,0194 1.844,55 
y 329.265.479           93.175,50     
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
 
Lampiran 3. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2015 
Nama Kabupaten 























2.    Tanggamus 15.525.671 573.904 8.177.268 -327.475.307 1,0724 0,0701 751,75 
3.    Lampung Selatan 25.349.795 972.579 8.177.268 -317.651.183 1,009 0,1189 1.199,70 
4.    Lampung Timur 24.932.145 1.008.797 8.177.268 -318.068.833 1,0116 0,1233 1.247,30 
5.    Lampung Tengah 31.292.006 1.239.096 8.177.268 -311.708.972 9,7162 0,1515 14.720,04 
6.    Lampung Utara 22.205.934 606.092 8.177.268 -320.795.044 1,0290 0,0741 762,480 
     
         √      
            ⁄       
  *     ⁄  
     






Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 








7.    Way Kanan 18.092.261 432.914 8.177.268 -324.908.717 1,0556 0,0529 558,41  
8.    Tulang Bawang 29.827.876 429.515 8.177.268 -313.173.102 9,8077 0,0525 5.149,04 
9.    Pesawaran 21.971.872 426.389 8.177.268 -321.029.106 1,0305 0,0521 536,89 
10.  Pringsewu 16.430.958 386.891 8.177.268 -326.570.020 1,0664 0,0473 504,40 
11.  Mesuji 29.211.811 195.682 8.177.268 -313.789.167 9,8463 0,0239 2.353,26 
12.  Tulang Bawang Barat 24.063.892 264.712 8.177.268 -318.937.086 1,0172 0,0323 328,55 
13.  Pesisir Barat 16.818.258 149.415 8.177.268 -326.182.720 1,0639 0,0182 193,62 
14.  Bandar Lampung 31.526.570 979.287 8.177.268 -311.474.408 9,7016 0,1197 11.612,81 
15.  Metro 21.803.196 158.415 8.177.268 -321.197.782 1,0316 0,0193 199,09 
y 343.000.978           40.504,94     
Nama Kabupaten 















1.    Lampung Barat 14.519.118 295.689 8.205.141 -342.897.836 1,1757 0,036 423,25 
104,862862 0,0002 
2.    Tanggamus 16.147.904 580.383 8.205.141 -341.269.050 1,1646 0,0707 823,37 
3.    Lampung Selatan 26.394.450 982.885 8.205.141 -331.022.504 1,0957 0,1197 1.311,55 
4.    Lampung Timur 25.739.960 1.018.424 8.205.141 -331.676.994 1,1001 0,1241 1.365,22 
5.    Lampung Tengah 32.746.767 1.250.486 8.205.141 -324.670.187 1,0541 0,1524 1.606,44 
6.    Lampung Utara 23.216.181 609.304 8.205.141 -334.200.773 1,1169 0,0742 828,73 
7.    Way Kanan 18.818.793 437.530 8.205.141 -338.598.161 1,1464 0,0533 611,03 
8.    Tulang Bawang 31.037.980 435.125 8.205.141 -326.378.974 1,0652 0,0530 564,55 
9.    Pesawaran 22.828.152 431.198 8.205.141 -334.588.802 1,1194 0,0525 587,68 
10.  Pringsewu 17.099.713 390.486 8.205.141 -340.317.241 1,1581 0,0475 550,09 
11.  Mesuji 30.510.945 196.913 8.205.141 -326.906.009 1,0686 0,0239 255,39 
12.  Tulang Bawang Barat 25.117.294 266.973 8.205.141 -332.299.660 1,1042 0,0325 358,86 
13.  Pesisir Barat 17.547.863 151.288 8.205.141 -339.869.091 1,1551 0,0184 212,53 
14.  Bandar Lampung 32.933.858 997.728 8.205.141 -324.483.096 1,0528 0,1215 1.279,15 
15.  Metro 22.757.976 160.729 8.205.141 -334.658.978 1,1199 0,0195 218,38 
y 357.416.954           10.996,22     
     





Lampiran 5. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
Tahun 2017 
 Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Lampiran 6. Perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi 
LampungAtas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 


























1.    Lampung Barat 15.117.157 298.286 8.289.577 -357.658.524 1,2792 0,0359 459,23 
109,371202 0,0002 
2.    Tanggamus 16.809.172 586.624 8.289.577 -355.966.509 1,2671 0,0707 895,83 
3.    Lampung Selatan 27.558.977 992.763 8.289.577 -345.216.704 1,1917 0,1197 1.426,46 
4.    Lampung Timur 26.696.153 1.027.476 8.289.577 -346.079.528 1,1977 0,1239 1.483,95 
5.    Lampung Tengah 34.179.403 1.261.498 8.289.577 -338.596.278 1,1464 0,1521 1.743,67 
6.    Lampung Utara 24.314.993 612.100 8.289.577 -348.460.688 1,2142 0,0738 896,07 
7.    Way Kanan 19.584.443 441.922 8.289.577 -353.191.238 1,2474 0,0533 664,86 
8.    Tulang Bawang 32.330.700 440.511 8.289.577 -340.444.981 1,1590 0,0531 615,42 
9.    Pesawaran 23.737.220 435.827 8.289.577 -349.038.461 1,2182 0,0525 639,55 
10.  Pringsewu 17.798.308 393.901 8.289.577 -354.977.373 1,2609 0,0475 598,92 
11.  Mesuji 31.907.614 198.092 8.289.577 -340.868.067 1,1619 0,0238 276,53 
12.  Tulang Bawang Barat 26.317.246 269.162 8.289.577 -346.458.435 1,2003 0,0324 388,89 
13.  Pesisir Barat 18.335.358 152.529 8.289.577 -354.440.323 1,2562 0,0184 231,14 
14.  Bandar Lampung 34.375.167 1.015.910 8.289.577 -338.400.514 1,1451 0,1225 1.402,74 
15.  Metro 23.713.770 162.976 8.289.577 -349.061.911 1,2184 0,0196 238,80 
y 372.775.681           11.962,06     
Kabupaten/Kota
1
1.    Lampung Barat 12.786.752 100.000.000 0,1278 13.367.936 100.000.000 0,1336 13.948.733 100.000.000 0,1394 14.519.118 100.000.000 0,1451 15.117.157 100.000.000 0,1511
2.    Tanggamus 14.233.991 100.000.000 0,1423 14.891.386 100.000.000 0,1489 15.525.671 100.000.000 0,1552 16.147.904 100.000.000 0,1614 16.809.172 100.000.000 0,168
3.    Lampung Selatan 23.256.915 100.000.000 0,2325 24.323.366 100.000.000 0,2432 25.349.795 100.000.000 0,2534 26.394.450 100.000.000 0,2639 27.558.977 100.000.000 0,2755
4.    Lampung Timur 23.655.372 100.000.000 0,2365 24.080.118 100.000.000 0,2408 24.932.145 100.000.000 0,2493 25.739.960 100.000.000 0,2573 26.696.153 100.000.000 0,2669
5.    Lampung Tengah 28.661.554 100.000.000 0,2866 29.982.739 100.000.000 0,2998 31.292.006 100.000.000 0,3129 32.746.767 100.000.000 0,3274 34.179.403 100.000.000 0,3417
6.    Lampung Utara 20.146.032 100.000.000 0,2014 21.179.537 100.000.000 0,2117 22.205.934 100.000.000 0,222 23.216.181 100.000.000 0,2321 24.314.993 100.000.000 0,2431
7.    Way Kanan 16.637.730 100.000.000 0,1663 17.379.527 100.000.000 0,1737 18.092.261 100.000.000 0,1809 18.818.793 100.000.000 0,1881 19.584.443 100.000.000 0,1958
8.    Tulang Bawang 27.667.957 100.000.000 0,2766 28.791.296 100.000.000 0,2879 29.827.876 100.000.000 0,2982 31.037.980 100.000.000 0,3103 32.330.700 100.000.000 0,3233
9.    Pesawaran 20.288.814 100.000.000 0,2028 21.162.797 100.000.000 0,2116 21.971.872 100.000.000 0,2197 22.828.152 100.000.000 0,2282 23.737.220 100.000.000 0,2373
10.  Pringsewu 15.065.901 100.000.000 0,1506 15.769.758 100.000.000 0,1576 16.430.958 100.000.000 0,1643 17.099.713 100.000.000 0,1709 17.798.308 100.000.000 0,1779
11.  Mesuji 26.664.675 100.000.000 0,2666 27.960.681 100.000.000 0,2796 29.211.811 100.000.000 0,2921 30.510.945 100.000.000 0,3051 31.907.614 100.000.000 0,319
12.  Tulang Bawang Barat 22.072.136 100.000.000 0,2207 23.051.128 100.000.000 0,2305 24.063.892 100.000.000 0,2406 25.117.294 100.000.000 0,2511 26.317.246 100.000.000 0,2631
13.  Pesisir Barat 15.557.275 100.000.000 0,1555 16.186.787 100.000.000 0,1618 16.818.258 100.000.000 0,1681 17.547.863 100.000.000 0,1754 18.335.358 100.000.000 0,1833
14.  Bandar Lampung 28.792.776 100.000.000 0,2879 30.224.132 100.000.000 0,3022 31.526.570 100.000.000 0,3152 32.933.858 100.000.000 0,3293 34.375.167 100.000.000 0,3437











      
              











Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai PDRB per kapita diubah ke bentuk desimal,berguna untuk 
menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
(IW)sehingga bisadigunakan untuk meregresikan data, maka PDRB 
perkapita dibagi 100.000.000 
Lampiran 7. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN 
Kabupaten/Kota di Provinsi LampungTahun 2013 (dalam 
desimal) 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai Investasidiubah ke bentuk desimal, berguna untuk 
menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Kabupaten/Kota PMA PMDN Total Investasi (Pembagi) Investasi 
1.    Lampung Barat 19.156.876.908,11 7.702.751.012,01 26.859.627.920,12 1.000.000.000.000 0,0268 
2.    Tanggamus 30.003.453.116,21 11.118.107.202,04 41.121.560.318,25 1.000.000.000.000 0,0411 
3.    Lampung Selatan 67.100.560.134,01 14.333.108.107,27 81.433.668.241,28 1.000.000.000.000 0,0814 
4.    Lampung Timur 68.004.773.204,22 15.511.431.980,15 83.516.205.184,37 1.000.000.000.000 0,0835 
5.    Lampung Tengah 96.333.103.001,04 18.228.011.760,11 114.561.114.761,15 1.000.000.000.000 0,1145 
6.    Lampung Utara 45.650.331.987,01 13.708.096.344,17 59.358.428.331,18 1.000.000.000.000 0,0593 
7.    Way Kanan 29.111.000.347,37 10.101.200.404,04 39.212.200.751,41 1.000.000.000.000 0,0392 
8.    Tulang Bawang 37.006.237.237,08 12.122.770.011,08 49.129.007.248,16 1.000.000.000.000 0,0491 
9.    Pesawaran 34.170.041.997,13 11.459.409.202,04 45.629.451.199,17 1.000.000.000.000 0,0456 
10.  Pringsewu 22.569.451.560,21 7.181.831.479,16 29.751.283.039,37 1.000.000.000.000 0,0297 
11.  Mesuji 23.000.011.032,45 8.115.117.711,04 31.115.128.743,49 1.000.000.000.000 0,0311 
12.  Tulang Bawang Barat 25.709.170.770,12 9.235.090.067,15 34.944.260.837,27 1.000.000.000.000 0,0349 
13.  Pesisir Barat 11.267.001.000,01 3.120.005.679,01 14.387.006.679,02 1.000.000.000.000 0,0143 
14.  Bandar Lampung 94.500.077.610,71 17.328.000.003,07 111.828.077.613,78 1.000.000.000.000 0,1118 





(IW)sehingga bisadigunakan untuk meregresikan data, maka 
Investasi dibagi 100.000.000.000 
Lampiran 8. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN 
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014 (dalam 
desimal) 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai Investasidiubah ke bentuk desimal, berguna untuk 
menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) 
sehingga bisadigunakan untuk meregresikan data, maka 
Investasi dibagi 100.000.000.000 
Kabupaten/Kota PMA PMDN Total Investasi Pembagi Investasi 
1.    Lampung Barat 19.227.000.121,08 7.717.269.118,04 26.944.269.239,12 1.000.000.000.000 0,0269 
2.    Tanggamus 30.123.311.980,07 11.198.000.770,05 41.321.312.750,12 1.000.000.000.000 0,0413 
3.    Lampung Selatan 67.178.670.136,11 14.376.100.348,14 81.554.770.484,25 1.000.000.000.000 0,0815 
4.    Lampung Timur 68.577.888.003,13 15.523.501.002,45 84.101.389.005,58 1.000.000.000.000 0,0841 
5.    Lampung Tengah 96.455.118.563,02 18.230.114.117,08 114.685.232.680,10 1.000.000.000.000 0,1146 
6.    Lampung Utara 45.553.001.567,17 13.772.110.717,17 59.325.112.284,34 1.000.000.000.000 0,0593 
7.    Way Kanan 29.313.110.010,21 10.240.294.459,12 39.553.404.469,33 1.000.000.000.000 0,0395 
8.    Tulang Bawang 37.206.005.468,16 12.124.650.119,16 49.330.655.587,32 1.000.000.000.000 0,0493 
9.    Pesawaran 34.261.199.404,11 11.400.444.067,07 45.661.643.471,18 1.000.000.000.000 0,0456 
10.  Pringsewu 22.676.601.008,13 7.182.292.904,04 29.858.893.912,17 1.000.000.000.000 0,0298 
11.  Mesuji 23.125.013.112,09 8.100.203.567,07 31.225.216.679,16 1.000.000.000.000 0,0312 
12.  Tulang Bawang Barat 25.711.111.000,76 9.256.006.617,61 34.967.117.618,37 1.000.000.000.000 0,0349 
13.  Pesisir Barat 11.268.113.234,04 3.120.110.245,18 14.388.223.479,22 1.000.000.000.000 0,0143 
14.  Bandar Lampung 94.511.000.541,14 17.328.375.112,17 111.839.375.653,31 1.000.000.000.000 0,1118 





Lampiran 9. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015 (dalam 
desimal) 
Kabupaten/Kota PMA PMDN Total Investasi Pembagi Investasi 
1.    Lampung Barat 19.097.071.000,17 7.789.302.300,17 26.886.373.300,34 1.000.000.000.000 0,0268 
2.    Tanggamus 30.457.177.088,27 11.167.450.114,08 41.624.627.202,35 1.000.000.000.000 0,0416 
3.    Lampung Selatan 67.000.567.108,11 14.560.409.551,08 81.560.976.659,19 1.000.000.000.000 0,0815 
4.    Lampung Timur 68.557.889.342,07 15.520.200.164,04 84.078.089.506,11 1.000.000.000.000 0,0840 
5.    Lampung Tengah 96.509.004.873,34 18.230.438.000,11 114.739.442.873,45 1.000.000.000.000 0,1147 
6.    Lampung Utara 45.667.990.007,14 13.774.301.008,14 59.442.291.015,28 1.000.000.000.000 0,0594 
7.    Way Kanan 29.319.990.000,65 10.242.003.731,34 39.561.993.731,99 1.000.000.000.000 0,0395 
8.    Tulang Bawang 37.313.268.117,15 12.200.203.486,14 49.513.471.603,29 1.000.000.000.000 0,0495 
9.    Pesawaran 34.261.207.444,14 11.440.478.932,23 45.701.686.376,37 1.000.000.000.000 0,0457 
10.  Pringsewu 22.687.999.012,17 7.183.292.682,01 29.871.291.694,18 1.000.000.000.000 0,0298 
11.  Mesuji 23.100.890.047,26 8.112.176.329,37 31.213.066.376,63 1.000.000.000.000 0,0312 
12.  Tulang Bawang Barat 25.800.660.010,11 9.288.057.123,47 35.088.717.133,58 1.000.000.000.000 0,0350 
13.  Pesisir Barat 11.269.115.996,04 3.122.167.340,19 14.391.283.336,23 1.000.000.000.000 0,0143 
14.  Bandar Lampung 94.511.674.555,03 17.440.177.931,06 111.951.852.486,09 1.000.000.000.000 0,1119 
15.  Metro 15.455.222.760,18 5.201.090.081,31 20.656.312.841,49 1.000.000.000.000 0,0206 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai Investasidiubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) 





Lampiran 10. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016 
(dalam desimal) 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai Investasidiubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) 
sehingga bisadigunakan untuk meregresikan data, maka Investasi dibagi 100.000.000.000 
Kabupaten/Kota PMA PMDN Total Investasi Pembagi Investasi 
1.    Lampung Barat 19.080.059.001,19 7.810.100.108,06 26.890.159.109,25 1.000.000.000.000 0,0268 
2.    Tanggamus 30.550.700.701,22 11.221.037.021,27 41.771.737.722,49 1.000.000.000.000 0,0417 
3.    Lampung Selatan 67.844.667.771,04 14.661.030.041,47 82.505.697.812,51 1.000.000.000.000 0,0825 
4.    Lampung Timur 69.016.895.007,21 15.457.710.366,18 84.474.605.373,39 1.000.000.000.000 0,0844 
5.    Lampung Tengah 96.509.004.987,18 18.432.345.120,10 114.941.350.107,28 1.000.000.000.000 0,1149 
6.    Lampung Utara 45.888.400.037,12 13.778.000.041,08 59.666.400.078,20 1.000.000.000.000 0,0596 
7.    Way Kanan 29.407.112.704,01 10.247.760.119,07 39.654.872.823,08 1.000.000.000.000 0,0396 
8.    Tulang Bawang 37.342.300.002,15 12.217.177.034,01 49.559.477.036,16 1.000.000.000.000 0,0495 
9.    Pesawaran 34.579.116.002,14 11.457.609.581,18 46.036.725.583,32 1.000.000.000.000 0,0460 
10.  Pringsewu 22.687.999.124,10 7.192.290.034,15 29.880.289.158,25 1.000.000.000.000 0,0298 
11.  Mesuji 23.347.891.010,12 8.207.200.402,09 31.555.091.412,21 1.000.000.000.000 0,0315 
12.  Tulang Bawang Barat 25.810.112.131,01 9.298.667.456,08 35.108.779.587,09 1.000.000.000.000 0,0351 
13.  Pesisir Barat 11.345.000.110,12 3.124.407.441,01 14.469.407.551,13 1.000.000.000.000 0,0144 
14.  Bandar Lampung 94.622.765.001,01 17.471.521.109,51 112.094.286.110,52 1.000.000.000.000 0,1120 





Lampiran 11. Perhitungan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 
(dalam desimal) 
Kabupaten/Kota PMA PMDN Total Investasi Pembagi Investasi 
1.    Lampung Barat 19.280.445.125,19 7.810.111.117,06 27.090.556.242,25 1.000.000.000.000 0,0270 
2.    Tanggamus 30.770.771.000,08 11.225.107.238,03 41.995.878.238,11 1.000.000.000.000 0,0419 
3.    Lampung Selatan 68.114.000.004,08 14.661.107.034,11 82.775.107.038,19 1.000.000.000.000 0,0827 
4.    Lampung Timur 69.156.669.101,21 15.458.455.550,71 84.615.124.651,92 1.000.000.000.000 0,0846 
5.    Lampung Tengah 96.775.934.021,11 18.433.010.044,14 115.208.944.065,25 1.000.000.000.000 0,1152 
6.    Lampung Utara 45.897.321.403,02 13.781.100.100,15 59.678.421.503,17 1.000.000.000.000 0,0596 
7.    Way Kanan 29.677.000.030,17 10.301.000.004,18 39.978.000.034,35 1.000.000.000.000 0,0399 
8.    Tulang Bawang 37.651.117.034,12 12.312.367.001,02 49.963.484.035,14 1.000.000.000.000 0,0499 
9.    Pesawaran 34.580.231.732,16 11.550.087.081,12 46.130.318.813,28 1.000.000.000.000 0,0461 
10.  Pringsewu 22.714.034.077,06 7.199.190.061,16 29.913.224.138,22 1.000.000.000.000 0,0299 
11.  Mesuji 23.440.040.700,06 8.260.119.194,27 31.700.159.894,33 1.000.000.000.000 0,0317 
12.  Tulang Bawang Barat 25.888.765.800,04 9.330.789.090,01 35.219.554.890,05 1.000.000.000.000 0,0352 
13.  Pesisir Barat 11.360.247.231,05 3.127.107.509,08 14.487.354.740,13 1.000.000.000.000 0,0144 
14.  Bandar Lampung 94.899.004.111,07 17.601.002.011,15 112.500.006.122,22 1.000.000.000.000 0,1125 
15.  Metro 15.356.267.980,81 5.458.987.110,13 20.815.255.090,94 1.000.000.000.000 0,0208 
Sumber: BPMD Provinsi Lampung, diolah 2019 
 
Catatan: Nilai Investasidiubah ke bentuk desimal, berguna untuk menyamakannilai Ketimpangan Pembangunan Wilayah (IW) 









Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah 2019 
pdrb kab/kota pdrb Lampung Ag pdrb kab/kota pdrb Lampung Ag pdrb kab/kota pdrb Lampung Ag pdrb kab/kotapdrb Lampung Ag pdrb kab/kotapdrb Lampung Ag
Lampung Barat 3.677.316 180.620.008 0,0203 3.881.888 189.797.491 0,0204 4.088.443 199.536.917 0,0204 4.293.143 209.813.980 0,02 4.509.236 220.657.349 0,0204
Tanggamus 7.975.618 180.620.008 0,0441 8.445.977 189.797.491 0,0444 8.910.245 199.536.917 0,0446 9.371.969 209.813.980 0,045 9.860.664 220.657.349 0,0446
Lampung Selatan 22.113.698 180.620.008 0,1224 23.396.573 189.797.491 0,1232 24.654.678 199.536.917 0,1235 25.942.709 209.813.980 0,124 27.359.533 220.657.349 0,1239
Lampung Timur 23.378.060 180.620.008 0,1294 24.049.295 189.797.491 0,1267 25.151.473 199.536.917 0,126 26.214.193 209.813.980 0,125 27.429.656 220.657.349 0,1243
Lampung Tengah 34.815.762 180.620.008 0,1927 36.794.367 189.797.491 0,1938 38.773.799 199.536.917 0,1943 40.949.374 209.813.980 0,195 43.117.249 220.657.349 0,1954
Lampung Utara 12.065.942 180.620.008 0,0668 12.765.479 189.797.491 0,0672 13.458.839 199.536.917 0,0674 14.145.712 209.813.980 0,067 14.883.207 220.657.349 0,0674
Way Kanan 7.041.004 180.620.008 0,0389 7.440.123 189.797.491 0,0392 7.832.393 199.536.917 0,0392 8.233.786 209.813.980 0,039 8.654.796 220.657.349 0,0392
Tulang Bawang 11.559.174 180.620.008 0,0639 12.199.160 189.797.491 0,0642 12.811.520 199.536.917 0,0642 13.505.401 209.813.980 0,064 14.242.029 220.657.349 0,0645
Pesawaran 8.447.694 180.620.008 0,0467 8.920.055 189.797.491 0,0469 9.368.564 199.536.917 0,0469 9.843.453 209.813.980 0,047 10.345.321 220.657.349 0,0468
Pringsewu 5.712.839 180.620.008 0,0316 6.041.410 189.797.491 0,0318 6.356.990 199.536.917 0,0318 6.677.199 209.813.980 0,032 7.010.771 220.657.349 0,0317
Mesuji 5.139.856 180.620.008 0,0284 5.432.257 189.797.491 0,0286 5.716.226 199.536.917 0,0286 6.008.002 209.813.980 0,029 6.320.643 220.657.349 0,0286
Tulang Bawang Barat 5.731.560 180.620.008 0,0317 6.046.680 189.797.491 0,0318 6.370.001 199.536.917 0,0319 6.705.639 209.813.980 0,032 7.083.602 220.657.349 0,0321
Pesisir Barat 2.285.815 180.620.008 0,0126 2.402.314 189.797.491 0,0126 2.520.889 199.536.917 0,0126 2.654.781 209.813.980 0,013 2.796.674 220.657.349 0,0126
Bandar Lampung 27.123.918 180.620.008 0,1501 29.036.173 189.797.491 0,1529 30.873.560 199.536.917 0,1547 32.859.032 209.813.980 0,157 34.922.076 220.657.349 0,1582
Metro 3.074.122 180.620.008 0,017 3.262.462 189.797.491 0,0171 3.453.953 199.536.917 0,0173 3.657.867 209.813.980 0,017 3.864.775 220.657.349 0,0175
Nama Kabupaten





Lampiran 13. Data Penelitian 
 
  Tabel Data Penelitian Eviews 9 
 
Kabupaten Tahun IW PDRB per kapita Investasi Aglomerasi 
Lampung Barat 2013 0.0009 0,1278 0,0268 0,0203 
Lampung Barat 2014 0.0009 0,1336 0,0269 0,0204 
Lampung Barat 2015 0.0005 0,1394 0,0268 0,0204 
Lampung Barat 2016 0.0002 0,1451 0,0268 0,0204 
Lampung Barat 2017 0.0002 0,1511 0,0270 0,0204 
Tanggamus 2013 0.0009 0,1423 0,0411 0,0441 
Tanggamus 2014 0.0009 0,1489 0,0413 0,0444 
Tanggamus 2015 0.0005 0,1552 0,0416 0,0446 
Tanggamus 2016 0.0002 0,1614 0,0417 0,0446 
Tanggamus 2017 0.0002 0,1680 0,0419 0,0446 
Lampung Selatan 2013 0.0009 0,2325 0,0814 0,1224 
Lampung Selatan 2014 0.0009 0,2432 0,0815 0,1232 
Lampung Selatan 2015 0.0005 0,2534 0,0815 0,1235 
Lampung Selatan 2016 0.0002 0,2639 0,0825 0,1236 
Lampung Selatan 2017 0.0002 0,2755 0,0827 0,1239 
Lampung Timur 2013 0.0009 0,2365 0,0835 0,1294 
Lampung Timur 2014 0.0009 0,2408 0,0841 0,1267 
Lampung Timur 2015 0.0005 0,2493 0,0840 0,1260 
Lampung Timur 2016 0.0002 0,2573 0,0844 0,1249 
Lampung Timur 2017 0.0002 0,2669 0,0846 0,1243 
Lampung Tengah 2013 0.0009 0,2866 0,1145 0,1927 
Lampung Tengah 2014 0.0009 0,2998 0,1146 0,1938 
Lampung Tengah 2015 0.0005 0,3129 0,1147 0,1943 
Lampung Tengah 2016 0.0002 0,3274 0,1149 0,1951 
Lampung Tengah 2017 0.0002 0,3417 0,1152 0,1954 
Lampung Utara 2013 0.0009 0,2014 0,0593 0,0668 
Lampung Utara 2014 0.0009 0,2117 0,0593 0,0672 
Lampung Utara 2015 0.0005 0,2220 0,0594 0,0674 
Lampung Utara 2016 0.0002 0,2321 0,0596 0,0674 
Lampung Utara 2017 0.0002 0,2431 0,0596 0,0674 
Way Kanan 2013 0.0009 0,1663 0,0392 0,0389 
Way Kanan 2014 0.0009 0,1737 0,0395 0,0392 
Way Kanan 2015 0.0005 0,1809 0,0395 0,0392 
Way Kanan 2016 0.0002 0,1881 0,0396 0,0392 
Way Kanan 2017 0.0002 0,1958 0,0399 0,0392 
Tulang Bawang 2013 0.0009 0,2766 0,0491 0,0639 





Tulang Bawang 2015 0.0005 0,2982 0,0495 0,0642 
Tulang Bawang 2016 0.0002 0,3103 0,0495 0,0643 
Tulang Bawang 2017 0.0002 0,3233 0,0499 0,0645 
Pesawaran 2013 0.0009 0,2028 0,0456 0,0467 
Pesawaran 2014 0.0009 0,2116 0,0456 0,0469 
Pesawaran 2015 0.0005 0,2197 0,0457 0,0469 
Pesawaran 2016 0.0002 0,2282 0,0460 0,0469 
Pesawaran 2017 0.0002 0,2373 0,0461 0,0468 
Pringsewu 2013 0.0009 0,1506 0,0297 0,0316 
Pringsewu 2014 0.0009 0,1576 0,0298 0,0318 
Pringsewu 2015 0.0005 0,1643 0,0298 0,0318 
Pringsewu 2016 0.0002 0,1709 0,0298 0,0318 
Pringsewu 2017 0.0002 0,1779 0,0299 0,0317 
Mesuji 2013 0.0009 0,2666 0,0311 0,0284 
Mesuji 2014 0.0009 0,2796 0,0231 0,0286 
Mesuji 2015 0.0005 0,2921 0,0312 0,0286 
Mesuji 2016 0.0002 0,3051 0,0315 0,0286 
Mesuji 2017 0.0002 0,3190 0,0317 0,0286 
Tulang Bawang Barat 2013 0.0009 0,2207 0,0349 0,0317 
Tulang Bawang Barat 2014 0.0009 0,2305 0,0349 0,0318 
Tulang Bawang Barat 2015 0.0005 0,2406 0,0350 0,0319 
Tulang Bawang Barat 2016 0.0002 0,2511 0,0351 0,0319 
Tulang Bawang Barat 2017 0.0002 0,2631 0,0352 0,0321 
Pesisir Barat 2013 0.0009 0,1555 0,0143 0,0126 
Pesisir Barat 2014 0.0009 0,1618 0,0143 0,0126 
Pesisir Barat 2015 0.0005 0,1681 0,0143 0,0126 
Pesisir Barat 2016 0.0002 0,1754 0,0144 0,0126 
Pesisir Barat 2017 0.0002 0,1833 0,0144 0,0126 
Bandar Lampung 2013 0.0009 0,2879 0,1118 0,1501 
Bandar Lampung 2014 0.0009 0,3022 0,1118 0,1529 
Bandar Lampung 2015 0.0005 0,3152 0,1119 0,1547 
Bandar Lampung 2016 0.0002 0,3293 0,1120 0,1566 
Bandar Lampung 2017 0.0002 0,3437 0,1125 0,1582 
Metro 2013 0.0009 0,2002 0,0202 0,0170 
Metro 2014 0.0009 0,2091 0,0205 0,0171 
Metro 2015 0.0005 0,2180 0,0206 0,0173 
Metro 2016 0.0002 0,2275 0,0208 0,0174 
Metro 2017 0.0002 0,2371 0,0208 0,0175 



























PDRB_PERKAPITA INVESTASI AGLOMERASI 
PDRB_PERKAPITA  1.000000  0.660841  0.661651 
INVESTASI  0.660841  1.000000  0.686368 
AGLOMERASI  0.661651  0.686368  1.000000 
 
Autokorelasi 





























Std. Dev.   0.000125
Skewness   0.267951








   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/15/19   Time: 08:30   
Sample: 2013 2017   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 15   
Total panel (balanced) observations: 75  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 4.910683 3.518497 1.395676 0.1682 
PDRB_PERKAPITA 0.000170 0.000299 0.567761 0.5724 
INVESTASI -0.001827 0.004289 -0.426036 0.6717 
AGLOMERASI -0.005622 0.004281 -1.313192 0.1944 
     
     
 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.039271    Mean dependent var 0.585081 
Adjusted R-squared -0.247262    S.D. dependent var 0.276511 
S.E. of regression 0.308810    Akaike info criterion 0.693384 
Sum squared resid 5.435734    Schwarz criterion 1.249581 
Log likelihood -8.001883    Hannan-Quinn criter. 0.915467 
F-statistic 0.137055    Durbin-Watson stat 2.109507 
Prob(F-statistic) 0.999977    
     





Fixed Effect Model 
     
     Variable Coefficient Prob.   
   
   C 0.002757 0.0942 
PDRB_PERKAPITA -0.021488 0.0000 
INVESTASI -0.009879 0.6183 
AGLOMERASI 0.048176 0.0176 
     
     R-squared 0.844162   
     
      
Uji t-Statistik 
     
   Variable Coefficient t-Statistic 
   
   C 0.002757 1.702220 
PDRB_PERKAPITA -0.021488 -15.61556 
INVESTASI -0.009879 -0.500968 
AGLOMERASI 0.048176 2.445440 
     
     R-squared 0.844162    
     




Lampiran 15.  Tabel t-tabel 
Tabel Titik Persentase Distribusi t-tabel  (df = 61 – 80) 
 
Pr/df 
0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 
0,50 0,20 0,10 0,050 0,02 0,010 0,002 
61 0,67853 1,29558 1,67022 1,99962 2,38905 2,65886 3,22930 
62 0,67847 1,29536 1,66980 1,99897 2,38801 2,65748 3,22696 
63 0,67840 1,29513 1,66940 1,99834 2,38701 2,65615 3,22471 
64 0,67834 1,29492 1,66901 1,99773 2,38604 2,65485 3,22253 
65 0,67828 1,29471 1,66864 1,99714 2,38510 2,65360 3,22041 
66 0,67823 1,29451 1,66827 1,99656 2,38419 2,65239 3,21837 
67 0,67817 1,2.432 1,66792 1,99601 2,38330 2,65122 3,21639 
68 0,67811 1,2.413 1,66757 1,99547 2,38245 2,65008 3,21446 
69 0,67806 1,2.394 1,66724 1,99495 2,38161 2,64898 3,21260 
70 0,67801 1,29376 1,66691 1,99444 2,38081 2,64790 3,21079 
71 0,67796 1,29359 1,66660 1,99394 2,38002 2,64686 3,20903 
72 0,67791 1,29342 1,66629 1,99346 2,37926 2,64585 3,20733 
73 0,67787 1,29326 1,66600 1,99300 2,37852 2,64487 3,20567 
74 0,67782 1,29310 1,66571 1,99254 2,37780 2,64391 3,20406 
75 0,67778 1,29294 1,66543 1,99210 2,37710 2,64298 3,20249 
76 0,67773 1,29279 1,66515 1,99167 2,37642 2,64208 3,20096 
77 0,67769 1,29264 1,66488 1,99125 2,37576 2,64120 3,19948 
78 0,67765 1,29250 1,66462 1,99085 2,37511 2,64034 3,19804 
79 0,67761 1,29236 1,66437 1,99045 2,37448 2,63950 3,19663 
80 0,67757 1,29222 1,66412 1,99006 2,37387 2,63869 3,19526 
Sumber: Mansuri,Modul Pratikum Eviews 9, 2016. 
 
Catatan: (df) n−1 = 75−1 
   = 74 (dengan a= 5%, pengujian dua sisi a/2= 0,025) 
 ii 
 
Lampiran 16.  Tabel F-tabel 
Tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 
Sumber: Mansuri,Modul Pratikum Eviews 9, 2016. 
 
Catatan:  a) df1 (N1)= k−1 
   N1= 4−1 = 3 
b) df2 (N2)= n−k 




df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
61 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,16 2,09 2,04 1,99 1,95 1,91 1,88 1,86 1,83 
62 4,00 3,15 2,75 2,52 2,36 2,25 2,16 2,09 2,03 1,99 1,95 1,91 1,88 1,85 1,83 
63 3,99 3,14 2,75 2,52 2,36 2,25 2,16 2,09 2,03 1,98 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83 
64 3,99 3,14 2,75 2,52 2,36 2,24 2,16 2,09 2,03 1,98 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83 
65 3,99 3,14 2,75 2,51 2,36 2,24 2,15 2,08 2,03 1,98 1,94 1,90 1,87 1,85 1,82 
66 3,99 3,14 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,03 1,98 1,94 1,90 1,87 1,84 1,82 
67 3,98 3,13 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,02 1,98 1,93 1,90 1,87 1,84 1,82 
68 3,98 3,13 2,74 2,51 2,35 2,24 2,15 2,08 2,02 1,97 1,93 1,90 1,87 1,84 1,82 
69 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,15 2,08 2,02 1,97 1,93 1,90 1,86 1,84 1,81 
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86 1,84 1,81 
71 3,98 3,13 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97 1,93 1,89 1,86 1,83 1,81 
72 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,96 1,92 1,89 1,86 1,83 1,81 
73 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,23 2,14 2,07 2,01 1,96 1,92 1,89 1,86 1,83 1,81 
74 3,97 3,12 2,73 2,50 2,34 2,22 2,14 2,07 2,01 1,96 1,92 1,89 1,85 1,83 1,80 
75 3,97 3,12 2,73 2,49 2,34 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96 1,92 1,88 1,85 1,83 1,80 
76 3,97 3,12 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96 1,92 1,88 1,85 1,82 1,80 
77 3,97 3,12 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,96 1,92 1,88 1,85 1,82 1,80 
78 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,85 1,82 1,80 
79 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,22 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,85 1,82 1,79 
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79 
